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ABSTRACT 
NELSON MENDILA (B111 13 395), Faculty of Law Hasanuddin 
University, “The Impact of Bilateral Relations between Indonesia – 
Singapore with the policy of Tax Amnesty Indonesia”. Supervised by 
S.M. Noor and Judhariksawan 
This study is to find out the bilateral relations between Indonesia - 
Singapore with the policy of Tax amnesty and the presence of effort of 
government's law provision in supporting and protecting repatriation effort of 
Indonesian citizen fund from Singapore. This research is carried out by field 
research and literature research, author's materials and literature both by 
hardcopy or softcopy or through direct interview with related parties, in this 
case, is the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the 
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and or analyze empirically 
towards international legal studies. 
The results obtained from the study show that: 1.) That so far there has 
been no impact from Indonesia’s Tax Amnesty to Singapore, which means 
the bilateral relations between the two countries are still in good condition and 
there is no significant impact. 2.) That the Indonesian government has 
provided its safeguards not only through Law no. 11 Year 2016 on Tax 
Amnesty furthermore after the end of the Tax Amnesty period there are still 
further rules and also did not rule out that there will be an International 
Agreement between these two countries related to this Tax Amnesty policy. 
Based on the results of the study, the authors formulated the following 
suggestions: 1.) The Government of Indonesia is expected to further optimise 
our national legal norms that have been created for the welfare and security 
of the people of Indonesia. The legal norm must be clear so that in the future 
there will be no overlap cases with other national legal norms as well as with 
international legal norms. 2.) The authors hope that in the next period there 
will be a bilateral international agreement between Indonesia and Singapore 
for this policy of law amnesty as the legal standard. Furthermore, if other 
similar cases happen, it has been clearly arranged. 
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ABSTRAK 
NELSON MENDILA (B11113395), Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, “DAMPAK HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – 
SINGAPURA DENGAN BERLAKUNYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY 
INDONESIA”. Dibimbing oleh S.M. Noor dan Judhariksawan. 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Dampak dari 
Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura dengan adanya kebijakan Tax 
Amnesty dan Sejauh manakah upaya perlindungan hukum pemerintah dalam 
mendukung dan melindungi upaya repatriasi dana WNI dari Singapura. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode field research dan literature research, 
penulis mengumpulkan bahan dan literatur-literatur baik yang bersifat 
hardcopy maupun softcopy serta melalui wawancara langsung dengan pihak 
terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan menganalisis 
secara empiris dengan kajian hukum internasional. 
Hasil yang diperoleh dari kajian menunjukkan bahwa : 1.) Bahwa Sejauh 
ini belum ada dampak dari Tax Amnesty Indonesia kepada Singapura, yang 
berarti hubungan bilateral kedua negara masih dalam keadaan baik-baik dan 
tidak ada dampak yang sangat berarti. 2.) Bahwa Pemerintah Indonesia telah 
memberikan upaya-upaya perlindungannya yang tidak hanya melalui UU 
No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tetapi juga pasca 
berakhirnya periode Tax Amnsety masih ada aturan lanjutannya dan juga 
tidak menutup kemungkinan akan ada Perjanjian Internasional antar kedua 
negara ini terkait kebijakan Tax Amnesty ini. 
Berdasarkan hasil kajian, penulis merumuskan saran-saran sebagai 
berikut : 1.) Pemerintah Indonesia diharapkan lebih lagi mengoptimalkan 
norma hukum nasional kita yang telah dibuat demi kepentingan bersama 
masyarakat Indonesia. Norma hukum tersebut haruslah jelas arahnya, agar 
dikemudian hari tidak terjadi tumpang tindih baik dengan norma hukum 
nasional lainnya maupun dengan norma hukum internasional. 2.) Penulis 
berharap agar kedepannya terdapat perjanjian internasional secara bilateral 
antara Indonesia dengan Singapura sebagai payung hukum kebijakan tax 
amnesty ini. Agar kedepannya ketika terjadi masalah terkait kebijakan ini 
maka jelaslah sudah pengaturannya. 
 
Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Indonesia - Singapura, Tax Amnesty 
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Muslim Khadavi pegawai telkom yang juga partner dalam bertukar 
pikiran dan selalu bijak dalam mengambil keputusan, Febri 
Maulana lelaki pemalu yang kini menjadi pengusaha bunga,  
Nisrina Atikah sosok wanita tangguh yang handal dalam urusan 
administrasi dan teman dalam mengambil berbagai pertimbangan, 
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diantara semuanya siapa yang tidak kenal dia, Nurindah Eka 
Fitriani puteri takalar yang tangguh naik motor dari makassar – 
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7. “Halte 2013” terima kasih atas sandarannya dikala dosen tak 
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paling strategis untuk “maccalla” orang yang lewat didepan mata. 
Muslim Khadavi, Muh. Santiago Pawe, Faiz Adani, Arya 
Devendra, Rafi Iriansyah, Wildan Rizky, Muh. Rinaldy Kasim, 
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terealisasi. 
9. Sahabat-sahabat penulis Muh. Nugroho Sugiyatno “my partner in 
crime” cepat mko nyusul, Dhania Soraya yang punya sidrap 
setengah semoga sukses S2 nya, Khaiffah Khairunnisa yang tidak 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari 
peraturan-peraturan dan ketetuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur 
hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam 
kehidupan masyarakat internasional.  
Dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada 
paruh ke-2 abad XX, meningkatnya hubungan, kerja sama dan 
kesalingtergantungan antarnegara, menjamunya negara-negara baru dalam 
jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi, munculnya organisasi-
organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah 
menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. 
Selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur hubungan 
antarnegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-
organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-
gerakan pembebasan nasional. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, hukum 
internasional tidak lagi semata-mata merupakan hukum antarnegara dengan 
tampilanya aktor-aktor baru nonnegara, tetapi dalam kehidupan internasional, 
negara masih tetap memainkan peranan utama mengingat dampak 
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kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem hukum 
internasional.1  
Mengingat bahwa yang membuat hukum internasional adalah negara-
negara, baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis dan 
karena negara-negara itu pula yang merupakan pelaku dan sekaligus 
pengawas dari pelaksanaan hukum tersebut tentu saja hukum internasional 
tidak mungkin dapat sekuat hukum nasional. Hukum internasional adalah 
hukum yang mengatur pelaku-pelakunya secara sejajar, yang pada 
hakikatnya merupakan pantulan nyata dari struktur masyarakt dunia. Seperti 
dikemukakan Prof. Charles Rousseau, pakar hukum internasional Universite 
de Paris – Sorbonne: alors que le droit interne est un droit de subordination, 
le droit international se presente comme un droit de coordination, yang berarti 
bila hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum 
internasional adalah hukum koordinasi.2 
Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula 
berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan 
diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara mengirim 
utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka 
memperjuangkan terwujudnya kepentingan-kepentingan bersama. Cara-cara 
dan bentuk yang dilakukan dengan pendekatan dan berunding dengan 
                                                          
1 Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. 
Bandung: Alumni. 2011. hlm. 1. 
2 Ibid. hlm. 4. 
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negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi 
yang dilaksanakan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan 
pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar 
kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. 
Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim 
wakilnya ke ibu kota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan 
kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah 
kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa.3 
Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-
prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar 
negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau 
prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum 
sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan 
pengembangan kemajuan hukum internasional.4 
Sementara itu, dalam masyarakat internasional yang saling 
bergantung ini, terkadang timbul permasalahan antara individu dengan 
negara lain, maupun negara yang satu dengan negara lainnya yang tidak 
dapat dihindari, walaupun disadari bahwa pada hakikatnya setiap negara 
merdeka memiliki kedudukan yang sama dan saling menghargai, 
menghormati hukum dan kebijakan masing-masing. Masalah yang timbul 
                                                          
3 Ibid. hlm. 510. 
4 Sumaryo Suryokusumo. Hukum Diplomatik dan Konsuler. Jakarta: Tatanusa. 2013. hlm. 5. 
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antar negara berbeda-beda sesuai dengan berbagai aspek kehidupan. 
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh letak geografis masing-masing 
negara, masalah ekonomi yang saling terkait, dan masalah-masalah lainnya 
yang diakibatkan oleh ketergantungan negara yang satu dengan negara yang 
lain. 
Adapun masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia adalah 
masalah Amnesti Pajak (Tax Amnesty). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak atau populer disebut tax amnesty telah 
disahkan pemerintah dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan 
kebijakan ini, pemerintah akan memberikan ampunan kepada wajib pajak, 
baik yang di dalam maupun di luar negeri, yang selama ini menyembunyikan 
hartanya dari kewajiban membayar pajak asalkan mereka berterus terang 
menyatakan kekayaan mereka yang sebenarnya. 
Dengan mendapatkan pengampunan maka  seluruh pajak terutang, 
denda,  sanksi administrasi, bahkan pidana perpajakan sampai tahap 
penyidikan akan dihapuskan. Sebagai kompensasinya sekaligus mengganti 
penerimaan negara yang hilang,  para wajib pajak yang memohon amnesti 
pajak harus membayar uang tebusan. Untuk wajib pajak (WP) yang 
menyimpan dananya di dalam negeri, tarif tebusannya sebesar dua persen 
dari  kekayaan bersih yang belum pernah dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak (SPT). Adapun bagi WP yang menyimpan dananya di 
luar negeri, tarif tebusannya sebesar empat persen dari kekayaan bersih. 
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Namun, apabila WP tersebut bersedia memindahkan dananya ke Indonesia 
(repatriasi) maka tarif tebusannya hanya dua persen. Tarif tebusan untuk 
repatriasi dibuat lebih kecil agar WP yang menyimpan dananya di luar negeri 
tertarik memindahkan dananya ke dalam negeri. Sebab,  melalui kebijakan 
amnesti pajak ini, pemerintah tidak hanya mengejar uang tebusan untuk 
menambah penerimaan negara, tetapi juga likuiditas dan investasi.5 
Program pengampunan pajak yang digulirkan Indonesia ternyata tidak 
memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian khususnya 
perbankan Singapura. Bank-bank yang bermarkas di Singapura mendadak 
gerah dengan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Melalui surat elektronik, 
Kedutaan Besar Singapura di Jakarta menyatakan bahwa otoritas keuangan 
Singapura – MAS (Monetary Authority of Singapore) telah menganjurkan 
bank-bank di Singapura untuk mendorong nasabah-nasabahnya 
menggunakan kesempatan program amnesti pajak untuk merapihkan urusan 
pajak mereka. MAS menegaskan bahwa partisipasi dalam program amnesti 
pajak, tidak akan memicu penyelidikan kriminal di Singapura. Penyelidikan 
polisi dilakukan di Singapura hanya jika ada alasan untuk mencurigai bahwa 
telah terjadi pelanggaran pidana di bawah hukum Singapura.6 
                                                          
5 Tax Amnesty dan Singapura yang kelimpungan  - 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/27/151520226/.tax.amnesty.dan.singapura.yang.k
elimpungan – diakses pada tanggal 5 Desember 2016, Pukul 14.05 WITA. 
6 WNI di Singapura tak perlu khawatir dengan tax amnesty - 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160916_indonesia_tax_amnesty_singapu
ra - diakses pada tanggal 5 Desember 2016, Pukul 14.38 WITA.  
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Kekhawatiran Singapura terhadap kebijakan pengampunan pajak 
Indonesia digambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 
mengungkap jumlah dana milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama 
ini menghuni brankas bank-bank negeri Singapura. Mengutip riset konsultan 
internasional, ia menyebut nilainya mencapai Rp2.600 triliun. Apabila 
hitungan Sri Mulyani itu tepat, maka seluruh aset WNI itu nilainya sekitar 67,5 
persen dari total Produk Domestik Burto (PDB) Singapura. Bank Dunia 
mencatat, nilai PDB Singapura pada tahun lalu nilainya sebesar US$292,73 
miliar atau setara dengan Rp3.852 triliun (kurs Rp13.160 per dolar).7 
Wajar jika kemudian Singapura khawatir dan melakukan segala cara 
menggagalkan upaya Indonesia menarik dana-dana milik warganya. Bisa 
dibayangkan jika kebijakan amnesti itu berhasil dengan sempurna menarik 
seluruh aset WNI tersebut. Perekonomian Singapura bisa dipastikan jatuh 
karena PDB nominalnya susut lebih dari separuhnya menjadi tinggal Rp1.252 
triliun. Dampak lanjutannya tergambar dari penurunan pertumbuhan kredit 
dan ekonomi secara keseluruhan. Singapura patut khawatir karena selama 
ini, sebagian dana perbankannya bersumber dari dana asing, terutama dari 
Indonesia. 
                                                          
7 Ekonomi Singapura Terancam Rontok jika Tax Amnesty RI Sukses - 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160922163811-78-160375/ekonomi-singapura-
terancam-rontok-jika-tax-amnesty-ri-sukses/ - diakses pada tanggal 5 Desember 2016, Pukul 14.22 
WITA. 
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Berdasarkan uraian di atas hubungan bilateral antara Indonesia 
dengan Singapura telah memasuki babak baru. Dimana perlunya instrumen 
hukum yang mengatur terkait tax amnesty, agar kepentingan nasional dan 
hubungan kedua negara tersebut tetap terjaga . Maka penulis merasa perlu 
untuk meneliti sejauh mana hubungan bilateral antara Indonesia dengan 
Singapura dan apa dampak dari tax amnesty Indonesia terhadap Singapura. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk 
memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan 
masalahnya pada: 
A. Bagaimanakah dampak hubungan bilateral antara Indonesia – 
Singapura dari kebijakan  Tax Amnesty Indonesia? 
B. Bagaimanakah upaya hukum pemerintah Indonesia dalam 
mendukung dan melindungi upaya repatriasi dana WNI di 
Singapura? 
C. Tujuan Penelitian   
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari hubungan bilateral 
Indonesia – Singapura dengan berlakunya kebijakan Tax Amnesty 
Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui sejauh upaya hukum pemerintah Indonesia 
dalam mendukung dan melindungi upaya repatriasi dana WNI di 
Singapura. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah agar hasil 
penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang 
berkepentingan dalam rangka pengembangan-pengembangan Hukum 
Internasional secara khusus terkait dengan hubungan bilateral dalam 
perspektif hukum diplomatik dan tax amnesty. Serta diharapkan pula hasil 
penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan yang 
terkait khususnya dalam bidang hukum diplomatik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perjanjian Internasional 
Perjanjian Internasional dewasa ini merupakan salah satu sumber 
hukum internasional yang menempati posisi penting dari sumber-sumber 
hukum internasional lainnya.  
Kelebihan pertama perjanjian internasional adalah kandungannya yang 
tidak membingunkan atau kontroversional. Memang terdapat perbedaan 
dan perdebatan tentang perjanjian internasional, namun semua itu tidak 
menyangkut substansi perjanjian itu, sebagaimana halnya dengan hukum 
kebiasaan internasional. 
Kelebihan kedua perjanjian internasional adalah proses 
pembentukannya yang relatif cepat dibandingkan dengan hukum 
kebiasaan internasional, sedangkan kelebihan ketifa adalah instrumen 
bahasa yang dipergunakan merupakan metode yang lebih jelas dan 
terpercaya untuk menyampaikan standar-standar perilaku dibandingkan 
dengan preseden atau contoh-contoh yang menjadi dasar kebiasaan. 
Singkatnya, perjanjian internasional dapat memberikan pengaturan 
yang lebih tepat dan karena itu dipandang lebih efektif mengatur hubungan 
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kerjasama antar subjek hukum internasional dan memfasilitasi 
kepentingan masyarakat internasional.8  
1. Pengertian  
Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan perjanjian internasional di 
samping sebagai salah satu sumber hukum internasional, juga sebagai 
sumber hukum primer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 
timbul dalam hubungan antaregara. 
Suatu perjanjian disebut sebagai perjanjian internasional apabila 
perjanjian itu diadakan oleh  anggota-anggota masyarakat 
internasional sehingga suatu perjanjian internasional dapat diadakan 
antara negara dengan negara lain atau negara-negara lain, antara 
negara atau organisasi internasional dengan subjek hukum 
internasional lain seperti Vatikan (Tahta Suci), organisasi 
pembebasan, kaum billigerensi, ataupun subjek hukum bukan negara 
(non state entities).9 
Pengertian perjanjian internasional sebegai ditentukan di dalam 
Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on 
the Law of Treaties), hanya berlaku untuk perjanjian antarnegara 
                                                          
8 Muhammad Ashri. Hukum Perjanjian Internasional (Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya). 
Makassar: Arus Timur. 2012. hlm. 2. 
9 Ibid. hlm. 3. 
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saja.10 Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,  
“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan 
sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat 
secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau 
lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional 
lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah 
Republik Indonesia (RI) yang bersifat hukum publik.”11 
 
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional menyatakan bahwa,  
“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama 
tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara 
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum 
publik.”12 
 
Pengertian ini belum lengkap bila tidak dikaitkan dengan ketentuan 
Pasal 4 dari Undang-Undang yang sama. Berdasarkan Pasal 4 ayat 
(1), pemerintah Indonesia membuat perjanjian internasional dengan 
satu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum 
internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak 
berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad 
baik.  
2. Prinsip-prinsip yang Terkait dalam Perjanjian Internasional 
                                                          
10 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian) 
Pasal 2 menyatakan bahwa “Perjanjian (treaty) adalah persetujuan internasional yang diadakan di 
antar negara-negara dalam bentuk tertulis serta diatur dalam hukum internasional, baik dalam satu  
11 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 
12 Lihat Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
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Prinsip-prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber utama 
hukum internasional adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem 
hukum positif yang sudah melembaga. Ketentuan Konvensi Wina 
mengakui beberapa prinsip-prinsip hukum umum tentunya terutama 
terkait dengan perjanjian internasional, yaitu13: 
1. Prinsip pacta sunt servanda: setiap perjanjian berlaku mengikat 
terhadap pihak-pihak pada perjanjian dan harus dilaksanakan 
dengan itikad baik; 
2. Prinsip free consent: setiap pihak mempunyai kebebasan untuk 
melakukan kesepakatan dengan pihak manapun; 
3. Prinsip good faith: setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan 
itikad baik oleh para pihak; 
4. Prinsip non retroactive: konvensi hanya berlaku terhadap 
perjanjian yang ditutup sesudah berlakunya konvensi; 
5. Prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt: perjanjian hanya 
berlaku pada pihak yang membuat perjanjian; 
6. Prinsip rebus sic stantibus/fundamental change of circumstances: 
perjanjian internasional akan batal bilamana ada perubahan yang 
mendasar apa yang menjadi objek perjanjian; 
                                                          
13 Kholis Roisah. Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik. Malang: Setara Press. 2015. hlm. 
16. 
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7. Prinsip et aequo et bono: prinsip kepatutan dan kewajaran menjadi 
dasar setiap penerapan perjanjian internasional; 
8. Prinsip jus cogen: perjanjian batal bilamana muncul noma imperatif 
baru menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian. 
 
Di samping prinsip-prinsip di atas masih ada prinsip hukum umum 
yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB)  / 
United Nations Charter14 yang harus dipatuhi para pihak dalam 
menutup dan melaksanakan perjanjian internasional, seperti: 
1. Prinsip persamaan hak (equality rights); 
2. Penentuan nasib sendiri (self determination); 
3. Prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan semua negara; 
4. Prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference); 
5. Prinsip larangan mengancam atau menggunakan kekerasan 
(refrain of the threat and use of force); dan 
6. Prinsip penghormatan universal dan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia (respecting for human rights) dan kebebasan dasar 
manusia bagi semua orang (fundamental freedom). 
3. Terminologi Perjanjian Internasional 
Praktik pembuatan perjanjian di antara negara-negara selama ini 
telah melahirkan berbagai bentuk terminologi perjanjian internasional 
                                                          
14 Ibid, hlm. 17. 
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yang kadang kala berbeda pemakaiannya menurut negara, wilayah 
maupun jenis perangkat internasionalnya. Terminologi yang digunakan 
atas perangkat internasional tersebut umumnya tidak mengurangi hak 
dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Suatu terminologi 
perjanjian internasional digunakan berdasarkan permasalahan yang 
diatur dan dengan memperhatikan keinginan para pihak pada 
perjanjian tersebut dan dampak politisnya terhadap mereka.15 
Perlu dikemukakan bahwa tidak ada suatu ketentuan yang 
menegaskan istilah-istilah apa yang seharusnya atau sebaiknya 
diterapkan untuk suatu perjanjian internasional sehingga negara-
negara yang membuat perjanjian internasional dalam prakteknya 
bebas untuk menggunakan istilah apa saja pada perjanjian 
internasional yang telah disepakati. Namun demikian dengan 
memperhatikan berbagai praktek negara-negara dalam hubungan 
dengan penerapan istilah pada perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, 
ternyata terdapat benang merah yang kurang lebih sama dalam 
menggunakan istilah-istilah perjanjian.16 
Dari sisi praktik Indonesia sendiri, nomenklatur ternyata tidak 
menentukan apakah perjanjian tersebut perlu mendapatkan 
persetujuan DPR mengingat sejak tahun 1960, sekalipun terdapat 
                                                          
15 Boer Mauna. Op.Cit. hlm. 88. 
16 Muhammad Ashri. Op.Cit.. hlm. 10. 
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konsistensi bahwa persetujuan umumnya diberikan pada nomenklatur 
traktat, terdapat pula judul “agreements” yang disetujui oleh DPR. 
Sekalipun nomenklaturnya “persetujuan” namun karena materinya 
menyangkut haluan negara, maka harus memperoleh persetujuan 
DPR. Dalam kaitan ini, sekalipun Surat Presiden mencoba melakukan 
pembedaan berdasarkan nomenklatur namun praktik Indonesia 
menunjukkan bahwa materi perjanjian lebih menentukan ketimbang 
nomenklaturnya.17 
Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa 
materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama 
yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum 
pembedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak 
dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian 
internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi 
perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan 
maksud para pihak terkait, serta dampak politis dan hukum bagi para 
pihak tersebut.18 
3.1. Treaties (Traktat) 
Terminologi treaty dapat digunakan menurut pengertian umum 
atau menurut pengertian khusus. Pengertian umum dari treaty ialah 
                                                          
17 Damos Dumoli. Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia). Bandung: 
Refika Aditama. 2010. hlm. 32. 
18 Ibid. 
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bahwa treaty mencakup segala macam bentuk perjanjian 
internasional.19 Sedangkan dalam arti khusus treaty merupakan 
perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan 
perjanjian. 
Menurut pengertian umum, istilah treaty dalam bahasa Indonesia 
lebih dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Dalam pengertian 
ini, perjanjian internasional mencakup seluruh perangkat/instrumen 
yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan memiliki kekuatan 
mengikat menurut hukum internasional.20 
Menurut pengertian khusus, terminologi treaty dalam bahasa 
Indonesia lebih dikenal dengan istilah traktat. Hingga saat ini, tidak 
terdapat pengaturan yang konsisten atas penggunaan terminologi 
traktat tersebut. Umumnya traktat digunakan untuk suatu perjanjian 
yang materinya merupakan hal-hal yang sangat prinsipil. Umumnya 
perjanjian tersebut memerlukan adanya pengesahan/ratifikasi. Jenis-
jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori traktat di antaranya 
perjanjian yang mengatur masalah perdamaian, perbatasan negara, 
delimitasi, ekstradisi, persahabatan. 
3.2. Convention (Konvensi) 
                                                          
19 T.O. Elias. The Modern Law of Treaties. New York: Oceana Publications. 1974. hlm. 14. 
20 Ibid. hlm. 90. 
17 
 
Dalam pengertian umum, terminologi convention juga mencakup 
pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini, 
Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah 
international conventions sebagai salah satu sumber hukum 
internasional. Dengan demikian, menurut pengertian umum terminologi 
convention dapat disamakan dengan pengertian umum terminologi 
treaty. Dalam praktik internasional kedua istilah ini menduduki tempat 
paling tinggi dalam urutan perjanjian internasional.21 
Dalam pengertian khusus, terminologi convention dikenal dengan 
istilah bahasa Indonesia sebagai konvensi. Menurut pengertian ini, 
istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang 
beranggotakan banyak negara pihak. Konvensi umumnya memberikan 
kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi 
secara luas. Konvensi biasanya bersifat law-making artinya 
merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.22 
Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas 
prakarsa/naungan organisasi internasional umumnya juga 
menggunakan istilah konvensi. 
3.3. Agreement (Persetujuan) 
                                                          
21 Boer Mauna. Op.Cit.. hlm. 91. 
22 Ibid. 
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Terminologi agreement juga memiliki pengertian umum dan 
pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina 1969 
menggunakan terminologi agreement dalam artian luas. Selain 
memasukkan definisi treaty sebagai international agreement bagi 
perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi treaty. Dengan 
demikian, maka pengertian agreement secara umum mencakup 
seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai 
kedudukan yang rendah dari traktat dan konvensi.23 
Dengan pengertian khusus, terminologi agreement dalam bahasa 
Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian 
ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan 
lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat 
kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian 
bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi 
persetujuan umunya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur 
materi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu 
pengetahuan. Dalam bidang yang erat kaitannya dengan keuangan, 
persetujuan juga digunakan pada perjanjian yang menyangkut 
masalah pencegahan pajak berganda, perlindungan 
investasi/penanaman modal atau bantuan keuangan.24 
                                                          
23 Boer Mauna. Op.Cit.. hlm. 92. 
24 Ibid. 
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3.4. Charter (Piagam) 
Istilah charter umumnya digunakan untuk perangkat internasional 
seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. 
Penggunaan istilah ini berasal dari Magna Carta yang dibuat pada 
tahun 1215.25 Dokumen resmi yang memuat hak dan kewajiban dan 
menjadi dasar hukum dari organisasi internasional, termasuk juga 
organisasi-organisasi hukum internasional. Contoh umum perangkat 
internasional tersebut adalah Piagam PBB tahun 1945. 
3.5. Protocol (Protokol) 
Terminologi protocol digunakan untuk perjanjian internasional yang 
materinya lebih sempit dibandingkan treaty atau convention. 
Penggunaan protokol tersebut memiliki berbagai macam keragaman, 
yaitu:26 
a. Protocol of Signature 
Protokol penandatanganan merupakan perangkat 
tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh 
pihak-pihak yang sama pada perjanjian. Protokol tersebut 
umumnya berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran 
pasal-pasal tertentu pada perjanjian dan hal-hal yang 
berkaitan dengan pengaturan teknik pelaksanaan perjanjian. 
                                                          
25 Ibid. 
26 Boer Mauna. Op. Cit., hlm. 92. 
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Pengesahan perjanjian tersebut ipso facto juga mencakup 
pengesahan protokol tersebut. 
b. Optional Protocol 
Protokol tambahan memberikan tambahan hak dan 
kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. 
Protokol tersebut umumnya memiliki karakter khusus dan 
memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari 
perjanjian induknya. Protokol dimaksud juga memberikan 
kesempatan pada beberapa pihak pada perjanjian untuk 
membentuk pengaturan lebih jauh dari perjanjian induk dan 
tanpa memerlukan persetujuan seluruh negara pihak. 
Dengan demikian, maka protokol ini menciptakan two-tier 
system pada perjanjian internasional. 
c. Protocol based on Framework Treaty 
Protokol ini merupakan perangkat yang mengatur 
kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian 
induknya. Protokol tersebut umumnya digunakan untuk 
menjamin proses pembuatan perjanjian yang berlangsung 
lebih cepat dan sederhana dan telah digunakan khususnya 
pada hukum lingkungan. 
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d. Protokol untuk mengubah beberapa perjanjian internasional, 
seperti Protocol of 1946 Amending the Agreement, 
Conventions and Protocols on Narcotic Drugs. 
e. Protokol yang merupakan pelengkap perjanjian sebelumnya, 
seperti Protocol of 1967 Relating to the Status of Refugees 
yang merupakan pelengkap dari Convention of 1951 Relating 
to the Status of Refugees. 
3.6. Declaration (Deklarasi) 
Deklarasi juga merupakan suatu perjanjian dan berisikan 
ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak pada deklarasi 
tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
tertentu di masa yang akan datang. Bedanya dengan perjanjian atau 
konvensi ialah deklarasi isinya ringkas dan padat serta 
mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang hanya bersifat formal 
seperti surat kuasa (full powers), ratifikasi dan lain-lainnya. 
Di dalam keenam deklarasi yang dibuat ASEAN sampai sekarang 
ini seperti Declaration of ASEAN Concord, 1976, Declaration of Zone 
of Peace, Freedom and Neutrality, 1971, tidak satupun yang berisikan 
ketentuan mengenai cara-cara berlakunya yaitu apakah deklarasi 
harus diratifikasi atau tidak. Semua deklarasi yang dibuat oleh ASEAN 
tersebut hanya berisi prinsip-prinsip dan pernyataan-pernyataan umum 
mengenai kebijaksanaan yang akan diambil oleh negara-negara 
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ASEAN di masa yang akan datang. Namun demikian, sesuai dengan 
praktik dan hukum kebiasaan, deklarasi dalam hukum internasional 
mempunyai ikatan hukum seperti perjanjian-perjanjian  lainnya, hanya 
saja harus dibedakan deklarasi yang dihasilkan oleh Majelis Umum 
PBB seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 dan 
Declaration on  Principle of International Law Concerning Friendly 
Relations and Cooperation among States in accordance with the 
Charter of the United Nations, 1976 yang hanya merupakan himbauan 
kepada negara-negara anggota tanpa mempunyai ikatan hukum. 
3.7. Final Act 
Final act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan 
sidang dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-
perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi 
tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang 
sekiranya dianggap perlu. Penandatanganan final act ini sama sekali 
tidak berarti penerimaan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-
konvensi yang dihasilkan tetapi hanya semacam kesaksian 
berakhirnya suatu tahap proses pembuatan perjanjian. 
Penandatanganan dalam arti salah satu tahap ratifikasi dilakukan 
kemudian pada lain kesempatan. 
3.8. Agreed Minutes dan Summary Records 
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Agreed minutes dan summary records adalah catatan mengenai 
hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam 
perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan 
dalam perundingan-perundingan selanjutnya. 
3.9. Memorandum of Understanding (MoU) 
Memorandum of understanding merupakan perjanjian yang 
mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. 
Sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, Memorandum of 
understanding dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya 
perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku 
setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan. 
3.10. Arrangement 
Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksaan 
teknik operasional suatu perjanjian induk. Dalam kaitan ini, 
arrangement juga dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek 
jangka pendek yang betul-betul bersifat teknis misalnya Arrangement 
Studi Kelayakan Proyek Tenaga Uap di Aceh yang ditandatangani 
tanggal 19 Februari 1979 antara Departemen Pertambangan Republik 
Indonesia dengan President of the Canadian International 
Development Agency. Kadang-kadang juga dipakai istilah special 
arrangement untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat 
dalam persetujuan-persetujuan kerja sama teknis. Sebagaimana 
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diketahui persetujuan-persetujuan kerja sama tersebut hanya 
menyebutkan bidang-bidang kerjasama saja sedangkan pelaksanaan 
tiap-tiap bidang serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak 
akan diatur oleh special arrangement. 
3.11.  Exchange of Notes 
Pertukaran nota merupakan perjanjian internasional bersifat umum 
yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. 
Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen, yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. 
Dalam prosedur umum, negara penerima mengulangi secara utuh isi 
surat yang diberikan oleh negara pengusul perjanjian tersebut dan 
selanjutnya menerima usulan perjanjian tersebut. Biasanya nota yang 
dipertukarkan tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan yang telah 
dicapai dengan tanggal yang sama dan mulai berlaku pada tanggal 
tersebut kecuali bila pihak-pihak menentukan lain. 
Di Indonesia, pertukaran nota atau surat biasanya mengatur soal-
soal pelaksanaan persetujuan induk, pemberian hibah (grant), 
penyediaan alat-alat teknik, peningkatan studi di berbagai bidang, 
kegiatan survei dan lain-lainnya. Pertukaran nota atau surat ini 
termasuk cara-cara yang sering juga dipakai Indonesia dalam 
hubungannya dengan negara-negara lain. 
3.12.  Process-Verbal 
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Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan 
piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang 
bersifat teknik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam 
suatu perjanjian. 
3.13.  Modus Vivendi 
Modus vivendi merupakan suatu perjanjian yang bersifat 
sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang 
tetap dan terperinci. Biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan 
tidak memerlukan pengesahan. 
3.14.  Letter of Intent 
Merupakan suatu kesepakatan yang berisikan komitmen para pihak 
untuk melakukan persetujuan dalam bidang tertentu di masa 
mendatang. Naskah ini biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan 
tidak memerlukan prosedur pengasahan lebih lanjut.27 
3.15.  Aide Memorie 
Merupakan memorandum yang merangkum hal-hal yang terdapat 
dalam suatu perjanjian/kesepakatan, dan biasanya digunakan dalam 
komunikasi diplomatik.28 
4. Klasifikasi Perjanjian Internasional 
                                                          
27 Muhammad Ashri. Op.Cit.. hlm 20 
28 Ibid 
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Secara formal hukum (perjanjian) internasional tidak mengenal 
klasifikasi perjanjian. Namun demikian, dalam beberapa literatur 
mengenai bidang studi ini, dimuat adanya klasifikasi yang dimaksud.29 
Klasifikasi dimaksud diadakan berdasarkan beberapa kriteria, antara 
lain: 
1. Subjek yang mengadakan perjanjian; 
2. Bentuk perjanjian; 
3. Sifat pelaksanaan perjanjian; 
4. Fungsi perjanjian dalam bentuk pembentukan hukum. 
Dari segi subjek yang terlibat dalam perjanjian internasional maka 
perjanjian internasional dapat dibagi atas perjanjian multilateral dan 
perjanjian bilateral. Perjanjian multilateral diadakan oleh lebih dari dua 
negara, sedangkan perjanjian bilateral diadakan oleh dua negara. 
1. Klasifikasi berdasarkan subjek atau pihak yang 
mengadakannya30 
Klasifikasi perjanjian ini dapat dibedakan atas: 
a) Perjanjian antara negara dengan negara merupakan 
jenis perjanjian yang jumlahnya paling banyak. Hal ini 
dapat dimengerti oleh karena negara adalah merupakan 
subjek hukum internasional yang paling utama dan 
                                                          
29 Ibid. hlm. 25. 
30 Ibid. 
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paling tua sehingga menurut pandangan hukum 
internasional dalam arti klasik, negaralah satu-satunya 
yang dianggap sebagai subjek hukum internasional; 
b) Perjanjian antara negara dengan subjek hukum 
internasional lainnya, misalnya dengan Organisasi 
Internasional atau dengan Tahta Suci (Vatikan) yang 
merupakan Subjek Hukum Internasional dalam arti 
terbatas; 
c) Perjanjian antara sesama subjek hukum internasional 
selain negara, terutama antara suatu organisasi 
internasional dengan organisasi internasional lainnya. 
2. Klasifikasi berdasarkan jumlah pihak yang mengadakannya 
Dapat dibedakan dalam dua macam:31 
a) Perjanjian Bilateral 
Perjanjian yang hanya diadakan oleh dua pihak atau 
negara saja. Pada umumnya perjanjian ini hanya 
mengatur soal-soal khusus yang menyangkut dua pihak 
saja, seperti misalnya perjanjian perbatasan, perjanjian 
ekstradisi dan lain-lain. Oleh karena itu sifat dari 
perjanjian bilateral adalah tertutup (gesloten verdrag) 
yang berarti tidak membuka kemungkinan bagi pihak 
                                                          
31 Ibid. hlm. 26. 
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ketiga untuk ikut sebagai pihak peserta dari perjanjian 
itu. Perjanjian bilateral ini pada umumnya termasuk di 
dalam apa yang dinamakan “treaty contract” (perjanjian 
yang bersifat kontrak); 
b) Perjanjian Multilateral 
Perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak atau 
banyak negara yang pada umumnya merupakan 
perjanjian terbuka (open verdrag), di mana hal-hal yang 
diaturnya merupakan hal-hal yang bersifat umum, yang 
tidak hanya menyangkut kepentingan dari pihak-pihak 
yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan 
menyangkut juga kepentingan dari pihak lain yang 
bukan peserta dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian 
multilateral inilah yang umumnya dikategorikan sebagai 
“law making treaty” atau perjanjian yang membentuk 
hukum, yang bersama-sama dengan “treaty contract” 
yang mempunyai hubungan erat dengan kedudukan 
perjanjian sebagai sumber hukum internasional. Namun 
demikian ada juga perjanjian multilateral yang sifatnya 
terbatas, misalnya perjanjian yang diadakan dan berada 
dalam kawasan tertentu, misalnya Deklarasi ASEAN 
tahun 1967 mengenai pembentukan perhimpunan 
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negara-negara yang berada dalam kawasan Asia 
Tenggara. 
B. Hukum Diplomatik 
1. Istilah Diplomatik 
Istilah diploma berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat 
diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian 
menjelma menjadi istilah diplomat,  diplomasi, dan diplomatik.32 
Pada masa jayanya Kerajaan Romawi di Eropa dan Afrika Utara, untuk 
keperluan tentaranya, telah membangun jalan-jalan untuk mengamankan 
daerah-daerah kekuasaannya. Jalan-jalan tersebut sangat penting tidak 
hanya untuk keperluan militer, tetapi juga diperlukan oleh kaum pedagang 
pada masa itu. Pemerintah Kerajaan Romawi kemudian mengizinkan juga 
para pedagang tersebut untuk melintasi jalan-jalan yang mereka buat, asal 
menggunakan surat yang telah disediakan untuk itu. Surat yang 
dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Romawi itu disebut diploma. 
Demikianlah para pedagang melintasi jalan-jalan melalui pos-pos 
tentara dengan membawa diploma. Diploma yang berbentuk metal (logam 
tipis) bundar yang diberi cap dan disebutkan keahlian/kepandaian serta 
bakat orang yang membawanya, dan orang yang membawa diploma itu 
disebut diplomat. Kemudian, diploma yang berbentuk logam tipis itu diganti 
dan disempurnakan menjadi passport (to pass a port = izin untuk melintasi 
                                                          
32 C.S.T. Kansil. Modul Hukum Internasional. Jakarta: Djambatan. 2002. hlm. 71. 
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portal). Untuk mencegah kepalsuan keterangan yang tercantum dalam 
diploma (passport) itu, diadakanlah kantor-kantor perwakilan (disebut res 
diplomatica) untuk memeriksa apakah paspor itu benar asli atau palsu. 
Kantor perwakilan dewasa ini lebih populer dikenal dengan sebutan 
kedutaan (embassy).33 
2. Pengertian Hukum Diplomatik 
Berbicara mengenai pengertian Hukum Diplomatik, ternyata hingga 
kini belum terdapat keseragaman pendapat di antara para ahli hukum 
internasional. Umumnya para pakar tampaknya belum berusaha secara 
maksimal untuk memformulasikan batasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan hukum diplomatik itu. Barangkali hal itu dilatarbelakangi oleh suatu 
pemikiran bahwa pada hakikatnya hukum diplomatik ini tidak lebih hanya 
merupakan bagian dari hukum internasional publik, dan mempunyai 
sebagian sumber yang sama, seperti kebiasaan-kebiasaan internasional, 
dan konvensi-konvensi internasional (baik multilateral maupun bilateral) 
yang ada. 
Namun harus kita akui bahwa apa yang ditulis oleh Eileen Denza 
mengenai Diplomatic Law, pada hakikatnya hanya menyangkut komentar 
                                                          
33 Ibid.  
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terhadap Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. 
Sementara itu, menurut Jon Osmanczyk:34 
“Hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan 
internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma 
hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk 
bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.”  
 
Untuk memahami pengertian “Hukum Diplomatik” memang tepat sekali 
jika membahas lebih lanjut mengenai pengertian “diplomasi” itu sendiri 
yang diberikan oleh Sir Ernest Satow, dan kawan-kawan seperti Quency 
Wright, Harold Nicolson, dan Ian Brownlie, sebagai berikut. 
“Diplomacy is the application of intellegence and tact to the conduct of 
official relations between the Governments of independent States, 
extending sometimes also to their relations with vassal States; or more 
briefly still, the conduct of business between States by peaceful means.”35 
 
Sementara Quency Wright dalam bukunya “The Study of International 
Relations”, memberi batasan “diplomasi” dalam dua cara, yaitu: 
1. The employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation 
or transaction; 
2. The art of negotiation in order achieve the maximum of costs, 
within a system of politics in which war is a possibility. 
                                                          
34 Edmund Jan Osmanczyk. Encyclopedia of the United Nations and International Agreement. London: 
Taylor and Francis. 1995 
35 Gore-Booth, D. Pakenham. Satow’s Guide to Diplomatic Practice, 5th.ed. Logmann Group Ltd. 
London. 1979. hlm 3. 
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Batasan yang hampir sama bunyinya dengan definisi yang diberikan 
oleh Harold Nicolson, adalah batasan yang diberikan oleh Ian Brownlie 
dalam bukunya Principle of Public International Law,36 menyebutkan: 
“...diplomacy comprises any means by which States establish or 
maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out 
political or legal transactions, in each case through their authorized 
agents.” 
 Sedangkan menurut Harlod Nicolson, diplomasi itu adalah:37 
- The management of internal relations by means of negotiation; 
- The method by which these relations are adjusted and managed 
by    ambassadors and envoys; 
- The business or art of the diplomatist; and 
- Skills or address in the conduct of international intercourse and 
negotiation. 
Berdasarkan berbagai batasan dan pengertian yang telah diutarakan 
di atas, dapat ditegaskan adanya beberapa faktor penting, yaitu: 
1. Adanya hubungan antarbangsa untuk merintis kerja sama dan 
persahabatan; 
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertikaian misi diplomatik, 
termasuk para pejabatnya; 
                                                          
36 Ian Brownlie. Principles of Public International Law. Oxford: University Press, 3rd.ed. 1979. hlm. 345 
37 Gore-Booth, D. Pakenham. Op.Cit.. hlm.4 
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3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui staatusnya 
sebagai agen diplomatik; dan 
4. Para pejabat diplomatik itu dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya dengan baik dan efisien, mereka perlu diberikan 
kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan atas 
aturan-aturan hukum kebiasaan internasional, serta konvensi-
konvensi internasional, dan persetujuan lainnya yang 
menyangkut hubungan diplomatik antarnegara. 
Dengan demikian, pengertian Hukum Diplomatik pada hakikatnya 
merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang 
mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar 
prinsip persetujuan bersama secara timbal balik (reciprocity principles), 
dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-
instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi 
sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan 
pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif. 
3. Sumber Hukum Diplomatik 
Menurut Syahmin A.K mengatakan tentang sumber hukum diplomatik, 
sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional 
publik, lagi pula hukum diplomatik itu pada hakikatnya merupakan bagian 
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dari hukum internasional yang paling mapan.38 Ini berarti bahwa 
membahas sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari 
ketentuan Pasal 38 (1) Statuta International Court of Justice (ICJ) yang 
telah diakui oleh para ahli hukum internasional sebagai sumber hukum 
internasional dalam arti formal yang berbunyi sebagai berikut.39 
“Bagi Mahkamah Internasional yang fungsinya memutuskan perkara-
perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, 
akan menerapkan: 
1) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum maupun 
khusus, yang secara tegas mengatur dan diakui oleh negara-
negara pihak; 
2) Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum 
yang diterima sebagai hukum; 
3) Prinsip-prinsip Hukum Umum yang diakui oleh bangsa-bangsa 
beradab; dan 
4) Sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 59, keputusan-keputusan 
pengadilan dan ajaran para ahli hukum ternama dari berbagai 
bangsa, sebagai sumber tambahan  untuk menetapkan kaidah 
hukum.” 
                                                          
38 Syahmin, Ak. Op.Cit.. hlm. 21 
39 UN/GA. Res.2966 (XXVII) tanggal 14 Desember 1972 
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Meskipun di atas dikatakan bahwa hukum diplomatik merupakan 
bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah lama 
berkembang dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat antarbangsa, 
namun dalam praktiknya bidang hukum ini memiliki kekhususan 
tersendiri. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan sumber hukum 
dalam butir a) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum 
maupun khusus dalam bidang hubungan diplomatik dan konsuler antara 
lain dalam bentuk berikut: 
1. The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on diplomatic ranks; 
2. Vienna Convention on Diplomatic Relations on Optional Protocols 
(1961), beserta: 
a. Vienna Convention on Diplomatic Relations; 
b. Optional Protocol Concerning Acquisition of nationality; dan 
c. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of 
Disputes. 
3. Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 
(1963), beserta: 
a. Vienna Convention on Consular Relations; 
b. Optional Protocol Concerning Acquisition of nationality; dan 
c. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of 
Disputes. 
4. Convention on Special Mission and Optional Protocol (1969), beserta: 
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a. Convention on Special Mission; 
b. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of 
Disputes. 
5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Againts 
Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 
(1973). 
6. Vienna Convention on the Representation of States in their Relations 
with International Organization of a Universal Character (1975).  
Di samping konvensi-konvensi tersebut di atas, masih terdapat 
Resolusi dan Deklarasi yang dikeluarkan oleh organ-organ utama PBB. 
Secara tradisional Resolusi dan Deklarasi yang tidak memiliki sifat-sifat 
seperti perjanjian haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum 
karena itu tidak menciptakan hukum (law making treaties). Di lain pihak, 
tampaknya kini berkembang kecenderungan “teori” dari hasil 
kesepakatan sampai pada konsensus yang menjadi dasar bagi negara-
negara penerima beban kewajiban-kewajiban hukum. 
Adanya kekuatan yang mengikat bagi sesuatu resolusi memang masih 
belum jelas batasannya. Majelis Umum bukanlah suatu badan yang 
menciptakan hukum. Resolusi yang dihasilkan dengan jalan biasa tidak 
akan menjadikan, merumuskan atau menguba resolusi itu menjadi hukum 
internasional baik secara maju atau surut. Di dalam hal-hal yang luar 
biasa dimana resolusi Majelis Umum PBB dapat memberikan sumbangan 
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bagi perkembangan hukum internasional, dapat dianggap mempunyai 
kekuatan mengikat jika resolusi itu benar-benar memperoleh dukungan 
secara universal atau jika anggota Majelis Umum PBB mempunyai 
maksud dan menyatakan resolusi itu menciptakan hukum atau 
menyatakan sebagai hukum dan jika isi resolusi itu tercermin di dalamnya 
kebiasaan-kebiasaan umum negara.40 
Persetujuan maupun penerimaan sesuatu resolusi secara konsensus 
oleh semua anggota Majelis Umum PBB, pada hakikatnya dapat 
merupakan suatu proses transisi atau langkah pertama ke arah 
terciptanya suatu aturan baru dalam hukum konvensional, apalagi jika 
resolusi atau deklarasi itu menyangkut prinsip-prinsip umum hukum 
internasional, dapat mendorong perkembangan kemajuan hukum 
internasional dan usaha kodifikasi aturan-aturan kebiasaan 
internasional.41 
Disamping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan 
sumber pokok dalam hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang 
bersifat subsider, seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui 
oleh negara-negara dan keputusan-keputusan Mahkamah. Khusus 
mengenai keputusan Mahkaham ini pada hakikatnya tidak mempunyai 
                                                          
40 72 American Journal of International Law (1978), hlm. 377. 
41 Sumaryo Suryokusumo. Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus). Bandung: Alumni. 2013. hlm. 31. 
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kekuatan yang mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu terhadap 
sesuatu kasus.42  
C. Hubungan Bilateral 
1. Gambaran Umum Hubungan Bilateral 
Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan 
internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta 
mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika 
hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini 
digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua negara dengan 
menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. 
Konsep hubungan bilateral antara 2 negara biasanya merujuk pada ikatan 
politik, ekonomi, budaya dan sejarah. Hubungan bilateral yang kuat sering 
dikarakteristikkan dengan kerja sama antara institusi dan perorangan di 
tingkat administratif dan politik, begitu pula dalam sektor privat, pendidikan 
dan lingkup sipil. Elemen lainnya dari hubungan bilateral meliputi 
perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, juga pengetahuan umum, 
kesadaran publik antar negara.43 
Penggambaran tentang hubungan bilateral tidak terlepas dari 
kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan 
                                                          
42 Ibid. hlm. 32. 
43 16 EEA and Norway Grants 2009 – 2014. Guideline for Strengthened Bilateral Relations. 
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hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak 
tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara 
yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan 
tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan 
kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga 
menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua 
negara.  
Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki 
tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan 
sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. 
Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional 
negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah 
negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri 
merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para 
pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit 
politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan 
nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.44 
2. Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura 
                                                          
44 T. May, Rudy. Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. 
Bandung: Refika Aditama. 2002. hlm. 27.  
40 
 
Singapura adalah negara sahabat dan salah satu negara tetangga 
terdekat yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia 
maupun kepentingan kawasan. Secara fisik geografis, kedua negara 
mempunyai perbatasan langsung, sehingga mendorong terwujudnya 
hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kerjasama terutama 
hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan 
kerjasama  sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat 
Pemerintah maupun swasta di kedua negara  telah  memberikan kontribusi 
yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan 
investasi di kedua negara. Di sisi lain, kedekatan posisi geografis tersebut 
juga menimbulkan berbagai tantangan yang secara langsung dapat 
mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.  
Sejak hubungan diplomatik Indonesia – Singapura secara resmi 
dibuka pada tingkat Duta Besar, tanggal 7 September 1967, hubungan 
bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan 
konstruktif. Hal ini tercermin dari intensitas saling kunjung antara pemimpin 
dan pejabat tinggi kedua negara yang meningkat sejak 2004. Di samping 
itu, Indonesia dan Singapura memiliki mekanisme hubungan bilateral yang 
solid dalam bentuk pertemuan tahunan tingkat Kepala Negara untuk 
mereview dan mengarahkan hubungan bilateral, pertemuan tingkat 
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Menteri,dan mekanisme working groups untuk meningkatkan hubungan 
kerja sama kedua negara.45  
Dari segi kepentingan kawasan, Indonesia dan Singapura merupakan 
dua negara penting di kawasan Asia Tenggara sebagai pendiri ASEAN. 
Indonesia perlu memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan 
penguatan hubungan, kerja sama, maupun solidaritas ASEAN, khususnya 
dalam memperkuat proses transformasi ASEAN menjadi suatu Komunitas 
pada tahun 2015.  
Sebagai salah satu negara tetangga terdekat hubungan kerja sama 
antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama 
yang menonjol adalah dalam bidang ekonomi. Singapura merupakan mitra 
dagang utama, sumber investasi asing terbesar dan juga asal wisatawan 
asing terbesar bagi Indonesia. Hubungan baik antara kedua negara juga 
tercermin dari solidaritas pemerintah dan rakyat Singapura membantu 
Indonesia dalam menangani dampak bencana, seperti tsunami dan 
gempa, mulai dari tanggap darurat sampai tahap rehabilitasi dan 
rekonstruksi.46 
2.1.  Bidang Politik dan Keamanan 
                                                          
45 Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura. 
http://www.kemlu.go.id/singapore/id/Pages/Singapura.aspx - Diakses pada tanggal 14 Desember 
2016, Pukul 12.14 WITA. 
46 Ibid. 
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Secara politik, pada dasarnya hubungan Indonesia–Singapura 
mengalami fluktuasi didasarkan isu permasalahan  menyangkut 
kepentingan nasional masing-masing negara, namun demikian kedua 
negara memiliki fondasi dasar yang kuat untuk  memperkuat dan 
meningkatkan  hubungan kedua negara  yang lebih  konstruktif, pragmatis 
dan  strategis.Hubungan bilateral Indonesia - Singapura secara umum 
berjalan baik dan memperlihatkan kemajuan yang lebih positif dan 
konstruktif ke arah pengembangan sektor-sektor kerja sama baru yang 
saling menguntungkan dan proses penyelesaian beberapa outstanding 
issues. Hal ini didorong oleh komunikasi yang intensif dan hubungan 
people to people yang dinamis. Sejak 2007 tercatat telah terdapat 
beberapa kali pertemuan antara kedua kepala Negara, kunjungan antar 
parlemen serta pertemuan pejabat tinggi antara kedua Negara. Hal ini 
pada gilirannya akan mempererat hubungan, meningkatkan saling 
pengertian, serta menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan secara 
timbal balik. Penandatanganan  Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja 
Sama Pertahanan antara kedua negara di Bali tanggal 27 April 2007 salah 
satu  koridor hukum  bagi  palaksanaan dan peningkatan hubungan 
bilateral kedua negara, meskipun masih diperlukan pendekatan-
pendekatan  pada teknis pelaksanaannya. Peningkatan comfort level 
tersebut tercermin dalam capaian substantif antara lain, diselesaikannya 
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batas maritim antara kedua negara di wilayah Barat Selat Singapura (P. 
Nipah – Tuas). 
2.2. Bidang Ekonomi 
Di bidang ekonomi, Singapura  dengan  luas negara 682.7 km2  dan 
populasi  penduduk sekitar 4.657.542  jiwa  telah tumbuh menjadi negara  
yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, karena menjadi perlintasan 
transaksi  jasa ekonomi di dunia. Hubungan ekonomi Indonesia - 
Singapura terus berkembang berkat adanya komplementaritas 
kepentingan ekonomi kedua negara yang sangat besar. Indonesia memiliki 
sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga 
kerja yang kompetitif, sedangkan Singapura mempunyai keunggulan di 
sektor knowledge, networking, financial resources dan technological 
advance. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya 
volume perdagangan, investasi dan pariwisata. Oleh karena itu  
peningkatan  hubungan kerjasama antara Singapura  dan Indonesia 
sebagai  bagian dari upaya pendekatan  good  neighbour policy  
merupakan peluang  kerjasama yang saling mengungtungkan.47   
Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Singapura antara lain 
komponen dan barang elektronik, kapal dan suku cadang kapal, suku 
                                                          
47 Mencermati Peluang Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia – Singapura. 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159&Itemid=29 – Diakses 
pada tanggal 16 Desember 2016, Pukul 14.39 WITA. 
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cadang pesawat, baja, petrokimia dan bahan bahan kimia. Sementara itu, 
peluang yang masih dapat ditingkatkan pangsa pasarnya adalah 
komponen elektronik, suku cadang kapal, bahan kimia, produk pertanian 
terutama sayur dan buah-buahan, produk makanan olahan, produk 
perikanan, dan peralatan perhotelan.  
Singapura juga memiliki arti yang sangat strategis di bidang investasi 
karena merupakan referensi bagi lebih dari 5000 kantor perwakilan 
perusahaan multinasional yang akan mengembangkan usaha di kawasan 
Asia Tenggara. Sementara itu, kalangan dunia usaha di Singapura juga 
mulai menjajaki perluang-peluang investasi “beyond Jakarta”, antara lain di 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera 
Utara, Kalimantan Timur, dan tentunya Kepulauan Riau serta Riau 
daratan.  
Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra dagang ke 4 bagi 
Singapura. Sedangkan Singapura merupakan mitra dagang ke 3 bagi 
Indonesia, setelah Jepang dan Amerika Serikat. Pada tahun 2010, total 
nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 33.9 milyar, naik 31.5% 
dari total nilai perdagangan tahun 2009 yang mencapai US$ 25.8 milyar. 
Sementara pada Jan – Nov 2011 total nilai peerdagangan kedua negara 
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mencapai US$ 41.08 milyar, naik menjadi 33% dimana Indonesia 
mengalami defisit US$ -6.63 milyar.48  
Di bidang investasi, bagi Singapura, Indonesia merupakan tujuan 
investasi keempat terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 
Inggris dan Malaysia. Sementara bagi Indonesia, dalam beberapa tahun 
terakhir Singapura merupakan sumber investasi asing terbesar. Pada 
tahun 2010, nilai investasi mencapai lebih dari US$ 5,1 milyar dalam 537 
proyek. Pada tahun 2011, Singapura tetap menjadi sumber investasi asing 
terbesar dengan nilai investasi sebesar US$ 5.1 milyar dalam 754 proyek.  
Di bidang pariwisata, Singapura merupakan negara asal wisatawan 
asing terbesar di Indonesia. Pada tahun 2010 dari total 7 juta wisatawan 
yang berkunjung ke Indonesia, 1.2 juta merupakann wisatawan asal 
Singapura.49   
Di bidang ketenagakerjaan, Singapura merupakan salah satu tujuan 
utama bagi penempatan tenaga kerja Indonesia, bukan hanya dari sektor 
informal, namun juga sektor formal. Saat ini dari 197.970 WNI yang 
tercatat di Singapura, sekitar 117.146 Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 
16.909 Anak Buah Kapal (ABK), 14.767 tenaga profesional Indonesia yang 
bekerja di berbagai perusahaan dan mahasiswa/pelajar 24.560 orang.  
                                                          
48 Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura. Op.Cit. 
49 Ibid. 
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Kedua negara diharapkan dapat meningkatkan investment promotion 
trips dan kerja sama pengembangan kapasitas. Hal ini dapat dipromosikan 
sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya ASEAN 
Connectivity yang juga merupakan fokus utama kebijakan luar negeri 
Singapura.  
2.3. Bidang Sosial Budaya 
Pengembangan hubungan di bidang sosisal budaya perlu terus 
dilakukan bagi tercapainya suatu perspektif yang lebih baik antara kedua 
negara dengan spektrum yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat 
mengurangi persepsi yang tidak tepat mengenai masing-masing negara 
dan dapat menjembatani common interests antara masyarakat di kedua 
negara.  
Peningkatan hubungan sosial budaya akan terus didorong melalui 
kerangka Indonesia-Singapore Friendship Association (ISFA) yang 
dibentuk pada bulan April 2005, yang telah tercatat memberikan bantuan 
rekonstruksi sekolah di Padang yang runtuh akibat gempa bumi. Dalam 
bidang kerja sama pendidikan, Indonesia dan Singapura telah memiliki 
MoU di bidang kerja sama pendidikan pada tahun 2005, yang diperbaharui 
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dengan ditandatanganinya MoU dalam bidang pendidikan pada Leader’s 
Retreat di Bogor pada awal bulan Maret 2012.50  
2.4. Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI 
Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan 
Hukum Indonesia di Singapura menjadi prioritas utama Kedutaan Besar 
Republik Indonesia (KBRI). KBRI harus secara konsisten melaksanakan 
prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang mengedepankan sistim 
pelayanan yang ramah, murah, cepat dan transparan serta perlindungan 
WNI yang berpegang pada prinsip kepedulian dan keberpihakan.  
Memperhatikan besarnya jumlah WNI di Singapura, KBRI Singapura 
telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya meningkatkan 
pelayanan publik dan perlindungan, antara lain sertifikasi ISO 9001:2008 
untuk tiga pelayanan utama yaitu di bidang imigrasi yang menyangkut 
pelayanan pemberian paspor dan visa; di bidang perhubungan yang terkait 
dengan pelayanan sign on dan sign off bagi para pelaut Indonesia dan 
fasilitasi perpanjangan kontrak kerja para PLRT; mengedepankan prinsip 
kepedulian dan keberpihakan dalam upaya perlindungan dalam bentuk 
fasilitas hotline 24 jam untuk menampung berbagai keluhan dan 
permasalahan masyarakat yang memerlukan tindakan perlindungan; 
penyediaan penampungan sementara bagi PLRT yang menghadapi 
                                                          
50 Ibid. 
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masalah dengan fasilitas yang memadai, pendampingan hukum bagi WNI 
yang terancam hukuman mati.51  
D. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Seperti kita ketahui, di tahun 2016 ini pemerintah Indonesia terutama 
dalam bidang perpajakan, sedang melakukan gerakan reformasi dalam 
penerapan kebijakan pengampunan pajak yang biasa kita kenal dengan 
istilah tax amnesty atau amnesti pajak. Kebijakan yang berlaku di tahun ini 
hingga tahun 2017 nanti, ternyata Indonesia ini sudah pernah melakukan 
penerapan kebijakan ini di tahun 1984 dan 2008.52  
Tapi, di tahun 2008 ini ada perbedaan yaitu kebijakan yang 
diterapkannya bukan bernama tax amnesty tapi bernama Sunset Policy, 
kebijakan ini tetap sama dengan tax amnesty hanya saja Sunset Policy ini 
versi mininya tax amnesty. Jika dilihat dari kesuksesannya di tahun 1984 
dan 2008, kebijakan ini mengalami kegagalan karena hal ini tidak menarik 
bagi sebagian wajib pajak (WP) dan penegak hukum tidak memberikan 
dukungan yang lebih. 
Dengan kebijakan yang diterapkan ini tentunya dapat membawa 
manfaat yang dapat dirasakan terutama dibidang perekonomian Indonesia. 
Untuk itulah pemerintah melakukan kampanye besar-besaran untuk 
                                                          
51 Ibid. 
52 Apa Itu Tax Amnesty - http://www.mtwi.co.id/id/berita/155/apa-itu-tax-amnesty-yukk-cari-tahu-
lebih-jauh-di-sini#sthash.mGuqtymO.xLfWWJqv.dpbs  – Diakses pada Tanggal 26 Novemeber 2016, 
Pukul 22.18 WITA.  
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mengedukasi dan mengajak masyarakat agar melaksanakan tax amnesty 
dan meminimalisir terulangnya kegagalan, walaupun kebijakan yang satu 
ini menuai pro dan kontra.  
Latar belakang Tax Amnesty atau mengapa Indonesia perlu 
memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) 
diantaranya adalah sebagai berikut53 : 
 Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty adalah 
karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar 
negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;  
 Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan 
pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan 
masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu 
menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak; 
 Kasus Panama Papers 
Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka Presiden 
Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-
Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 
Pajak. 
                                                          
53 Pengertian pengampunan pajak - http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-
pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html - Diakses pada Tanggal 26 November 2016, Pukul 
21.11 WITA. 
50 
 
1. Pengertian  
Tax Amnesty arti secara sederhananya adalah pengampunan pajak, 
yaitu pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak 
(WP) yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi 
administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang 
perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya 
yang belum dilaporkan dalam SPT, maupun sanksi pidana tertentu yang 
diharuskan membayar dengan uang tebusan. 
Pengampunan pajak ini bukan hanya berupa objek yang disimpan di 
luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya 
tidak diberikan secara benar, dan memang sudah tidak dapat dipungkiri 
lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang Indonesia 
yang memarkir dananya di luar negeri demi menghindari kewajiban 
membayar pajaknya. Dengan adanya penerapan tax amnesty ini, 
pemerintah mengharapkan agar mereka yang memarkir dananya di luar 
negeri mau memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru 
yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.54 
 Pengertian Tax Amnesty Menurut Undang Undang 
Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak “Tax 
Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
                                                          
54 Apa itu Tax Amnesty - http://www.mtwi.co.id/id/berita/155/apa-itu-tax-amnesty-yukk-cari-tahu-
lebih-jauh-di-sini#sthash.mGuqtymO.xLfWWJqv.dpbs – Diakses pada Tanggal 26 Novemeber 2016, 
Pukul 22.18 WITA. 
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perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang 
Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.55  
 
 Pengertian Tax Amnesty Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 
Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 “Tax Amnesty adalah adalah 
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan 
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak”.56 
 
2. Tujuan 
Tak hanya menarik harta orang-orang Indonesia yang menyimpan di 
luar negeri untuk dipindahkan ke Indonesia dan mendorong para wajib 
pajak untuk disiplin membayar pajak. Tax amnesty mempunyai tujuan lain 
diantaranya:57 
1. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Melalui Repartriasi Aset 
Yang bertujuan: 
 Peningkatan likuiditas domestik; 
 Perbaikan nilai tukar Rupiah; 
 Suku Bunga yang kompetitif; 
 Peningkatan Investasi. 
2. Perluasan Basis Data Perpajakan 
 Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi 
 Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih reliable 
                                                          
55 Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1). 
56 Lihat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.03/2016 Pasal 1 ayat (2). 
57 Handout-Materi-Amnesti-Pajak.pdf  
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3. Meningkatkan Penerimaan Pajak 
 Jangka Pendek 
Penerimaan dari uang tebusan 
 Jangka Panjang 
Penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih 
lengkap dan akurat 
3. Subjek dan Objek58 
Subjek Tax Amnesty 
Subjek Tax Amnesty adalah Warga Negara Indonesia baik orang 
perorangan (individu), badan hukum, pengusaha omzet tertentu, baik yang 
ber-NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah 
dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak. 
Pengecualian Subjek Wajib Pajak yang sedang: 
- Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan 
lengkap oleh kejaksaan 
- Dalam proses peradilan 
- Menjalani hukuman pidana 
Objek Tax Amnesty 
Objek Tax Amnesty adalah Harta yang dimiliki oleh Subjek Tax 
Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan 
                                                          
58 Ibid. 
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adalah atas Harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar 
negeri.  
4. Keuntungan Amnesti Pajak 
Terdapat 6 keuntungan yang dapat diambil dari Amnesti Pajak ini: 
1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang; 
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan; 
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan 
penyidikan; 
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, 
atau penyidikan; 
5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan 
dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun; 
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan di daerah Ibukota Jakarta, 
tepatnya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian 
Keuangan Direkorat Jendral Pajak, dan Kedutaan Besar Singapura untuk 
Indonesia. Sementara untuk penelitian pustaka akan dilakukan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dipilihnya lokasi penelitian di Ibukota Jakarta dengan pertimbangan 
bahwa Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan ibukota dari 
Republik Indonesia. Dimana Kementerian Luar Negeri dan Kementerian 
Keuangan Direktorat Jendral Pajak berkedudukan. Serta menjadi pusat 
pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan-Perusahaan Indonesia. 
B. Jenis dan Sumber data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak ayng 
berkompeten dilapangan berupa wawancara dengan pihak/pejabat 
setempat di lokasi penelitian. 
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2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka seperti literatur, buku-buku, undang-undang dan data-data 
lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji. 
3) Data Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data guna membahas masalah ganti kerugian 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Studi Pustaka (Library Research)  
Yaitu metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku 
serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topik 
penelitian untuk mendapatkan data sekunder. 
2) Studi Lapangan (Field Research) 
Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
dengan cara wawancara ataupun dengan menganalisa sebuah 
kasus mengenai masalah yang terkait dengan judul penelitian yang 
penulis kaji. 
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D. Analisis Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami 
secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topic yang penulis kaji.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Dampak hubungan bilateral antara Indonesia – Singapura dari 
kebijakan  Tax Amnesty 
Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan 
peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan 
kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan 
kerjasama  sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat 
Pemerintah maupun swasta di kedua negara  telah  memberikan 
kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan 
peningkatan investasi di kedua negara. 
Hubungan diplomatik Indonesia- Singapura dilakukan  secara resmi 
pada bulan September 196759, yang dilanjutkan dengan pembukaan  
kedutaan besar masing-masing negara.  Secara politik, pada dasarnya 
hubungan Indonesia – Singapura mengalami fluktuasi didasarkan isu 
permasalahan  menyangkut kepentingan nasional masing-masing 
negara, namun demikian kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat 
untuk  memperkuat dan meningkatkan  hubungan kedua negara  yang 
lebih  konstruktif, pragmatis dan  strategis. 
                                                          
59 Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura. 
http://www.kemlu.go.id/singapore/id/Pages/Singapura.aspx - diakses pada tanggal 5 April 2017 
pukul 21.00 WITA 
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1. Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura saat ini 
Ketika berbicara mengenai hubungan bilateral, Direktorat 
Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) tidak 
membahas atau bukan menjadi bagian dari Dirjen HPI itu sendiri. 
Tetapi narasumber mencoba menjawab. Perkembangan ekonomi 
Indonesia saat ini sangat baik. Hubungan Indonesia dengan 
Singapura layaknya seperti saudara namun sering ribut. Singapura 
melihat perkembangan ekonomi Indonesia saat ini sebagai suatu 
ancaman. Perdagangan, arus modal adalah salah satu bagian dari 
banyak keuntungan yang diperoleh Singapura dari Indonesia. 
Namun disatu sisi, banyak kebijakan Singapura dalam 
perdagangan bebas (perpajakan dan perbankan) yang justru 
sangat merugikan Indonesia. 
Para investor Indonesia lebih memilih menanamkan modal 
asingnya di Singapura. Jaminan keamanan, politik dalam negeri 
yang stabil, serta negara anti korupsi adalah beberapa asalan 
mengapa para investor Indonesia lebih memilih menanamkan 
modalnya di Singapura. Singapura merupakan sumber 
penumpukan aset Indonesia. Ini membuktikan Singapura sangat 
bergantung tidak hanya pada Indonesia tapi negara asean lainnya. 
Namun ketika kita berbicara bagaimana hubungan bilateral 
Indonesia dengan Singapura saat ini dalam kerangka Association 
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of Southeast Asian Nations (ASEAN) sangatlah bagus dan stabil. 
Tapi ketika dilihat secara mikro terdapat banyak “kerikil” yang 
masih bisa diatasi oleh kedua negara. 
Tidak ada dampak untuk hubungan bilateral kedua negara. 
Singapura mempunyai kewajiban untuk melaporkan transaksi 
keuangan tapi tidak terkait tax amnesty. Dalam hubungan bilateral 
apa yang ada dipermukaan tidak sama dengan yang ada didalam. 
Namun yang diambil adalah sikap resmi. Sikap resmi pemerintah 
Singapura adalah mendukung kebijakan tax amnesty yang 
dilakukan oleh Indonesia. Dapat dilihat dari hubungan kedua 
negara saat ini baik-baik saja. 
Saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura 
memasuki babak baru. Hubungan antar kedua negara ini telah 
mencapai 50 tahun. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk 
Singapura (KBRI Singapura) menyelenggarakan Festival 
RISING50 untuk memperingati hubungan diplomatik Indonesia – 
Singapura yang diselenggarakan pada 26 Maret 2017. Acara ini 
diselenggarakan untuk meluncurkan inovasi pelayanan publik 
KBRI Singapura dalam upayanya menjadi Smart Embassy. 
Pentingnya 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan 
Singapura adalah untuk mengkaji ulang sejarah guna 
meningkatkan hubungan bilateral, merayakan segala kemajuan 
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yang telah dicapai bersama, dan memanfaatkan momentum ini 
untuk meraih kesejahteraan bersama 50 tahun ke depan.60 
Momentum 50 tahun hubungan bilateral ini pun masih 
menyisahkan satu penetapan perbatasan antar kedua negara.  I 
Gede Ngurah Swajaya selaku Duta Besar Indonesia untuk 
Singapura mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut 
merupakan salah satu kemajuan dalam 50 tahun hubungan 
diplomatik kedua negara. Pasalnya dari empat perbatasan yang 
diperselisihkan, sisi di Pulau Putih atau Pedra Branca yang masih 
dalam pembicaraan.61 
Capaian lain dari hubungan kedua negara adalah stabilitas di 
kedua negara. Dibandingkan dengan kawasan lain, jelas terlihat 
stabilitas keamanan kawasan berkontribusi besar dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan 
pemerintah kedua negara menjaga stabilitas politik dan keamanan 
membuat ekonomi tumbuh dan mendorong kesejahteraan rakyat. 
Swajaya mengatakan hubungan Indonesia dan Singapura juga 
terlihat dari sisi ekonomi. Dimana tahun lalu peningkatan investasi 
                                                          
60 Festival RISING50: Pelayanan Prima KBRI Singapura. http://www.kemlu.go.id/singapore/id/berita-
agenda/berita-perwakilan/Pages/FESTIVAL-RISING50.aspx - diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 
22.15 WITA    
61 50 Tahun Diplomatik RI-Singapura, 4 Perbatasan Masih Diperselisihkan. 
http://kabar24.bisnis.com/read/20170328/19/640792/50-tahun-diplomatik-ri-Singapura-4-
perbatasan-masih-diperselisihkan - diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 22.20 WITA 
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Singapura ke Indonesia mencapai 55%. Hal ini luar biasa karena 
tercapai di tengah kondisi ekonomi dunia yang tak terlalu baik. 
Dalam empat tahun terakhir investasi Singapura di Indonesia 
merupakan salah satu yang teratas. Untuk itu hubungan diplomatik 
kedua negara harus diperkuat.62 
Saat ini, KBRI Singapura juga melakukan inisiatif memajukan 
pariwitasa kedua negara bertetangga ini. Polanya dengan 
melakukan promosi bersama untuk menarik wisatawan ke kedua 
negara. Dengan pola ini maka para turis yang berkunjung ke 
Singapura dapat melanjutkan perjalannya ke kawasan wisata yang 
ada di Indonesia. 
Meski begitu, dia mengatakan terdapat sejumlah persoalan 
yang masih perlu dicarikan titik temu oleh kedua negara. Beberapa 
persoalan ini meliputi kerja sama pertahanan, perjanjian ekstradisi 
hingga penanganan terorisme. 
Sementara itu, untuk peningkatan pelayanan ke imigrasian 
bagai masyarakat Indonesia di Singapura, Kedutaan Besar 
Indonesia meluncurkan aplikasi paspor melalui telepon pintar serta 
layanan One-day Visa dan Passport Service. Dengan aplikasi ini 
maka para pekerja Indonesia di Singapura yang ingin 
memperpanjang paspornya dijanjikan dapat diselesaikan dihari 
                                                          
62 Ibid. 
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yang sama. Pengisian data juga dapat dilakukan melalui aplikasi di 
telepon pintar. 
Aplikasi ini juga memungkinkan pemerintah melacak 
keberadaan TKI dan juga dilengkapi ruang untuk diskusi bagi 
sesama masyarakat Indonesia di Singapura. Bahkan, kata dia, 
masyarakat Indonesia yang kehilangan paspor ketika berkunjung 
dapat menggunakan aplikasi ini sehingga kedutaan dapat 
menerbitkan surat keterangan sementara di hari yang sama. 
1.1. Bidang Politik dan Keamanan 
Hubungan bilateral Indonesia – Singapura dalam bidang 
politik dan keamanan saat ini telah mencapai tahap yang lebih 
lanjut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 
menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura sepakat untuk 
bekerjasama di bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hal ini 
disampaikan Menko Wiranto setelah menerima kunjungan Wakil 
Perdana Menteri Singapura, H. E. Teo Chee Hean di kantor 
Kemenko Polhukam pada bulan Maret 2017 lalu. Perbincangan 
kepentingan dua negara yang saat ini hubungannya sungguh 
sangat baik. Kedua negara fokus untuk mendapatkan 
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keuntungan bersama dari hubungan kedua belah pihak, terutama 
dari urusan politik, hukum dan keamanan.63  
Beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan yaitu soal 
penanggulangan terorisme dan radikalisme, keamanan siber, 
konflik Laut China Selatan, dan kerja sama industri perdagangan. 
Namun saat ini permasalahan yang sangat menonjol untuk 
segera diatasi yaitu mengenai  terorisme dan radikalisme. 
Menurutnya Wiranto, baik Indonesia maupun Singapura memiliki 
musuh yang sama dan kondisi yang sama. 
Terkait kejahatan siber, Menko Polhukam mengatakan, saat 
ini Indonesia baru saja mendirikan Badan Siber Nasional yang 
secepatnya akan dioperasikan. Dimana sebelum Indonesia, 
negara Singapura sudah lebih dahulu memiliki badan siber, 
sehingga perlu ada kerja sama untuk berbagi pengalaman. 
Indonesia bukannya belum mempunyai badan siber tapi masih 
sektoral yakni, BIN, Kepolisian, dan Kementerian Pertahanan. 
Namun, diperlukan badan yang harus ada secara nasional, dan 
yang mengkoordinaasikan kegiatan siber secara menyeluruh itu 
ada di Badan Siber Nasional dan Lembaga Sandi Negara. 
                                                          
63 Indonesia  Singapura sepakati kerja sama polhukam. https://polkam.go.id/Indonesia-Singapura-
sepakati-kerja-sama-polhukam/  - Diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 21.00 WITA 
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Pembicaraan lain, terkait peran Indonesia-Singapura untuk 
membantu penyelesaian Laut Cina Selatan. Menurutnya Wiranto, 
Indonesia dan Singapura merasa perlu menyatukan frekuensi 
karena memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong penyelesaian 
masalah Laut Cina Selatan secara damai. Tidak ingin masalah ini 
menimbulkan konflik, tidak saling mengklaim tetapi menghormati 
masalah hukum nasional dan menahan diri melaksanakan satu 
aktifitas yang menimbulkan konflik.64 
1.2. Bidang Ekonomi 
Hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura merupakan 
hubungan yang paling intensif. Letak geografis Indonesia dan 
Singapura yang dekat menjadikan kedua negara mitra dalam 
berbagai hal. Pada pertemuan yang diadakan Januari 2016 lalu, 
Pemerintah Indonesia dan Singapura melalui Menteri Luar 
Negerinya, berencana untuk memperkuat kerja sama bilateral di 
berbagai bidang, antara lain di bidang ekonomi, khususnya di 
sektor agrobisnis dan infrastruktur. Kedua menteri bersedia 
menjajaki kemungkinan untuk terus meningkatkan ekspor 
agribisnis. Menlu Indonesia menyebutkan bahwa Singapura 
membutuhkan ekspor produk agrikultur, sementara Indonesia 
                                                          
64 Ibid. 
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memiliki kapasitas tersebut, sehingga sektor ini dapat menjadi 
potensi kerja sama perdagangan antar kedua negara.65  
Di bidang perdagangan, Singapura merupakan mitra terbesar 
kedua di Indonesia, setelah China. Pada tahun 2016, total 
perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai US$ 
25,79 milyar. Di tengah lesunya perekonomian dunia saat ini, 
Singapura sebagai mitra utama Indonesia dalam bidang 
perdagangan tercatat masih menunjukkan peningkatan 
investasinya di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia pada 
tahun 2016 mencapai US$ 9,2 milyar (1932 proyek), ini 
menjadikan Singapura sebagai investor asing terbesar dalam 
lima tahun terakhir.66  
Pada pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri 
Singapura  Lee Hsien Loong di Semarang November 2016 lalu, 
PM Lee berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama di 
berbagai bidang antara lain67: 
                                                          
65 RI dan Singapura perkuat kerja sama ekonomi -  
http://www.cnnIndonesia.com/internasional/20160112185225-106-103835/ri-dan-Singapura-
perkuat-kerja-sama-ekonomi/ - Diakses pada Senin, 10 April 2017 Pukul 23.50 WITA 
66 Indonesia – Singapura bahas golden jubilee kedua negara - 
http://www.iorasummit2017.id/?lang=id&p=detberita&id=70 – Diakses pada Senin, 10 April 2017 
Pukul 23.55 WITA. 
67 Memasuki 50 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama - 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12664&Itemid=55 – 
Diakses Pada Senin, 10 April 2017 Pukul 23.45 WITA. 
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1. Investasi di kawasan Batam, Bintan, Karimun, serta kawasan 
lain di daerah Indonesia, termasuk Kawasan Industri Kendal 
yang akan segara dibuka; 
2. Bidang Pariwisata yaitu dengan peningkatan jumlah arus 
wisatawan antar kedua negara, termasuk membuka jalur 
pelayaran kapal pesiar; 
3. Sektor energi, dengan berkontribusi dalam proyek 35.000 MW 
di Indonesia; 
4. Membentuk sebuah asosiasi bisnis Indonesia-Singapura untuk 
meningkatkan hubungan bisnis antar kedua negara; dan 
5.   Kerja sama di bidang pencegahan terorisme. 
Menlu Singapura, Balakhrisnan memaparkan dalam 
pertemuannya dengan Menlu Indonesia, bahwa Indonesia 
merupakan mitra perdagangan terbesar keempat di Singapura, 
setelah China, Malaysia dan Amerika Serikat. Selain itu, banyak 
perusahaan Singapura yang berniat mencari peluang untuk 
berinvestasi di Indonesia, baik di bidang infrastruktur maupun 
jasa, tetapi masih menunggu kepastian regulasi di negara ini.68  
Dalam bidang pariwisata kedua negara tak mau ketinggalan 
meningkatkan kerja samanya. Indonesia dan Singapura makin 
kokoh memantapkan kerja sama di bidang pariwisata. Penguatan 
                                                          
68 Op.cit. RI dan Singapura perkuat kerja sama ekonomi 
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itu ditandai dengan penandatangan MoU on Tourism Indonesia-
Singapore di sela-sela Leaders’ Retreat, di Semarang November 
2016 lalu. Nota kesepahaman di sektor pariwisata itu diteken oleh 
Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya dan Menteri 
Perdagangan dan Perindustrian Singapura, S Iswaran, di 
hadapan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, 
Lee Hsien Loong. 
Lingkup kerja sama MoU ini mencakup pengembangan 
pariwisata kedua negara yang semakin akrab dan saling 
menopang selama dua tahun ini, terutama soal promosi dan 
pemasaran bersama, kapal pesiar (cruise), serta kegiatan  
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE). Kegiatan 
lain yang dapat dilakukan adalah pembangunan destinasi dan 
pelabuhan, pengembangan sumber daya manusia melalui 
pelatihan, seminar, dan lokakarya, penelitian dan 
pengembangan, investasi pariwisata, kerja sama sektor swasta, 
serta pertukaran informasi.69 
Sementara menurut Dubes Indonesia untuk Singapura, 
Swajaya, kedua negara meluncurkan sebuah inisiatif baru demi 
semakin memajukan sektor pariwisata kedua negara. Salah 
                                                          
69 RI – Singapura perkuat kerja sama pariwista - http://www.beritasatu.com/food-travel/399299-
riSingapura-perkuat-kerja-sama-pariwisata.html - Diakses Pada Jumat, 14 April 2017 Pukul 16.25 
WITA. 
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satunya adalah Join Toursim, nantinya turis yang datang ke 
Singapura juga akan menambah tujuan perjalanannya ke 
Indonesia. Beberapa destinasi wisata sudah disiapkan untuk 
menjadi tujuan tambahan para wisatawan yang berkunjung 
ke Singapura. Misalnya Singapura-Bintan, Singapura-
 Borobudur, Singapura-Toba, Singapura-Mandalika, dan tentu 
saja Bali.70 
 Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dan 
Menlu Singapura juga membahas soal ketenagakerjaan. Retno 
memaparkan Indonesia akan berupaya mengirimkan tenaga kerja 
yang lebih terampil, untuk memenuhi kesempatan lapangan kerja 
sebagai pengasuh dan terapis. 
Dalam pertemuan itu, Balakhrisnan juga menyinggung banyak 
perusahaan Singapura di Indonesia berminat merekrut tenaga 
kerja teknik lulusan sejumlah universitas dan institut teknik dalam 
negeri.71  
1.3. Bidang Sosial dan Budaya 
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura 
menandatangani nota kesepahaman kerja sama bidang 
                                                          
70 50 tahun hubungan Indonesia – Singapura apa yang sudah dicapai? - 
http://internasional.kompas.com/read/2017/03/28/17192911/50.tahun.hubungan.Indonesia-
Singapura.apa.yang.sudah.dicapai - Diakses pada Senin, 10 April 2017 Pukul 23.00 WITA 
71 Op.cit. RI dan Singapura perkuat kerja sama ekonomi. 
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pendidikan dan peningkatan kapasitas reformasi birokrasi pada 
Maret 2012 lalu. Dimana penandatanganan nota kesepahaman 
tersebut berlangsung usai pertemuan konsultasi kerja sama 
antara Indonesia dan Singapura yang berlangsung di Istana 
Bogor. 
Nota kesepahaman kerja sama bidang pendidikan 
ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhammad Nuh dan Menteri Luar Negeri Singapura 
K.Shanmugam. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut 
disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.72 
Lalu pada November 2015, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan mengadakan pertemuan dengan delegasi 
Singapura di hotel Atlet Century. Pertemuan yang bertajuk The 
2nd Joint Working Group (JWG) Indonesia – Singapore 
mempertemukan kedua negara dalam kerjasama pendidikan. Tim 
Kemendikbud dipimpin oleh Didik Suhardi Ph.D selaku Sekretaris 
Jenderal Kemendikbud. JWG kedua ini merupakan kelanjutan 
JWG yang pertama yang telah diselenggarakan di Singapura tiga 
tahun yang silam. MoU-G to G bidang pendidikan antara kedua 
                                                          
72 RI – Singapura kerja sama pendidikan dan reformasi birokrasi -   
http://www.antaranews.com/berita/301226/ri-Singapura-kerja-sama-pendidikan-dan-reformasi-
birokrasi - Diakses Pada Jumat, 14 April 2017 Pukul 17.10 WITA. 
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negara telah ditanda tangani di Bogor oleh Menteri Pendidikan 
dan kebudayaan RI dan Menteri Luar Negeri dan Hukum 
Singapura tanggal 13 Maret 2012.  
Keberhasilan kerjasama pertama melatarbelakangi kegiatan 
JWG kedua ini. Pada pertemuan yang diliputi keakraban ini 
dibahas berbagai kemungkinan pengembangan kerjasama 
lanjutan di bidang pendidikan. Pertemuan JWG ini membahas 
kerjasama kedua negara meliputi pendidikan anak usia dini 
sampai perguruan tinggi serta sister school yang berada di kedua 
negara.73  
Sementara pada Maret 2016 lalu, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mendapat 
kunjungan kehormatan dari duta besar Singapura untuk 
Indonesia YM Mr Anil Kumar Nayar dalam lawatannya kali ini 
beliau disambut langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. 
Kunjungan kehormatan ini juga adalah sebagai bentuk 
lanjutan dari MoU antara Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dan 
Kementerian Pendidikan Singapura yang ditandatangani pada 
                                                          
73 Pertemuan Kedua Bidang Pendidikan antara Indonesia – Singapura - https://www.paud-
dikmas.kemdikbud.go.id/berita/7539.html - Diakses Pada Jumat, 14 April 2017 Pukul 17.15 WITA 
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Maret 2012 dalam bidang pendidikan. Dalam kunjungan 
kehormatan kali ini Duta Besar (Dubes) beserta Menristekdikti 
berdiskusi mengenai peningkatan kerjasama antar kedua negara 
di lingkup riset, teknologi, dan pendidikan tinggi terutamanya 
dalam bidang pendidikan tinggi beserta energi. 
Menristekdikti turut menjelaskan akan adanya kemiripan dari 
perkembangan sains dan teknologi seperti dalam 7 bidang 
prioritas riset yakni, agrikultur & pangan, obat dan kesehatan, 
teknologi informasi dan komunikasi, sarana infrastruktur dan 
transportasi, nano teknologi (advance materials), pertahanan, 
dan energi terbarukan, yang disambut dengan baik oleh duta 
besar terutama dalam bidang energi terbarukan dimana peluang 
masih sangat terbuka untuk kedua belah negara. Energi nuklir 
menjadi poin yang sangat menarik untuk kedua belah pihak. 
Dalam diskusi yang sama juga dibahas perihal peningkatan 
kerjasama dalam hal pendidikan tinggi terutama dalam bidang 
kemahasiswaan serta sekolah kejuruan. Nantinya dari kerjasama 
ini diharapkan dapat terjadi pertukaran pengetahuan dan 
informasi dalam bidang engineering dan social science. Dubes 
Singapura menyambut serta mengajak Menristekdikti dan jajaran 
kementerian untuk mengadakan kunjungan balasan agar dapat 
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lebih membahas program kerjasama secara lebih detail.74 Ini 
menunjukkan bahwa hubungan kedua negara dalam bidang 
pendidikan telah mencapai titik dimana kedua negara saling 
mendukung dan membantu satu sama lain. 
1.4. Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI 
Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati kerja 
sama dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
berbasis teknologi atau e-government. Kesepakatan itu ditandai 
dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(MENPANRB) RI Yuddy Chrisnandi dan Minister for 
Communications and Information (Kementerian Komunikasi dan 
Informasi) SingapuraYacoob Ibrahim disaksikan Presiden RI Joko 
Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Singapura pada 
Juli 2015 lalu. 
Penandatangan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari 
kunjungan Menteri PAN dan RB ke Singapura pada 25-27 
Januari 2015. Yuddy mengatakan, pemerintah kedua negara 
saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara 
kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi 
                                                          
74 Indonesia – Singapura bicara kerja sama energi terbarukan - http://ristekdikti.go.id/Indonesia-
Singapura-bicara-kerja-sama-energi-terbarukan/ - Diakses Pada Jumat, 14 April 2017 Pukul 17.20 
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birokrasi, salah satunya adalah e-government. Kedua negara 
memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan 
kerja sama praktis dalam bidang e-government dalam rangka 
perbaikan tata kelola pemerintahan. 
Berdasarkan United Nations Survey 2014, layanan e-
government Singapura menjadi yang terbaik ketiga di dunia. 
Pemanfaatan e-government di Negeri Singapura itu telah 
meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai 
pelayanan publik. Presiden RI Joko Widodo menyatakan 
berharap kerja sama ini dapat mempermudah pelayanan publik 
terhadap investor Singapura. 
Sementara pada Pelayanan dan Perlindungan WNI yang 
dilakukan oleh KBRI Singapura kepada WNI yang berdomisili di 
wilayah Singapura memeliki tugas dan fungsi pokok dalam 
memberikan jasa dan pelayanan publik. Dalam kondisi tertentu, 
KBRI juga dapat memberikan jasa pelayanan publik kepada WNI 
yang sedang melakukan kunjungan singkat di wilayah Singapura. 
Jenis-jenis pelayanan publik yang diberikan oleh KBRI 
antara lain75: 
                                                          
75 Pelayanan WNI - http://kemlu.go.id/singapore/id/layanan-konsuler/pelayanan-wni/default.aspx - 
Diakses Pada Jumat, 14 April 2017 23.35 WITA 
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1. Layanan Keimigrasian, yang meliputi pembuatan Paspor, 
Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan Surat-surat 
Keimigrasian lainnya  
2. Layanan Kekonsuleran  
3. Layanan Perlindungan WNI dan BHI  
4. Layanan Kepelautan dan Perkapalan  
5. Layanan Penerangan, Sosial, dan Budaya  
6. Layanan tentang Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan 
Ganda. 
Sementara pada Pelayanan Perlindungan WNI dan Badan 
Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Kemenlu memberikan 
bantuan bagi yang mempunyai masalah hukum dengan 
Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di 
Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan unit 
kerja Kementerian Luar Negeri RI yang terkait langsung dengan 
permasalahan tersebut di atas. 
Perlindungan yang diberikan berupa76: 
1. Perlindungan hak WNI dan BHI 
2. Bantuan hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang 
ketenagakerjaan 
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3. Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar 
negeri; 
4. Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri; 
5. Pendampingan WNI bermasalah; 
6. Penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI; 
7. Perbantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal; 
8. Perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal. 
 
2. Pemberlakuan Tax Amnesty di Luar Negeri 
Praktek penyelenggaraan Tax Amnesty di beberapa negara: 
2.1. Afrika Selatan 
Di  Afrika  Selatan  program  Pengampunan  Pajak  
dikaitkan  dengan sistem pengendalian devisa (exchange control) 
dan diberikan atas penghasilan dari dalam dan luar negeri 
disertai dengan adanya rekonsiliasi Pajak di mana pengampunan 
tidak hanya diberikan Undang-Undang Perpa jakan tetapi juga 
Undang-Undang Lalu-Lintas Devisa. 
Terhadap harta yang disimpan di luar negeri yang melebihi 
batas tersebut yang dibawa kembali ke Afrika Selatan diberikan 
diskon 50 persen dari tarif dibandingkan bila harta tersebut tetap 
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di simpan di luar negeri sedangkan untuk harta yang tetap berada 
di luar negeri yang berasal dari penghasilan yang belum dipenuhi 
kewajiban perpajakannya dikenakan tarif tambahan sebesar 2 
persen. 
Harta yang disimpan di dalam negeri yang berasal dari 
penghasilan dalam negeri dan belum dilaporkan dalam SPT serta 
belum dibayar pajaknya, tidak dapat memperoleh Pengampunan 
Pajak. Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Afrika Selatan 
berhasil mendatangkan dana sebesar 2,2miliar Rand (0.7% dari 
PDB). 
2.2. India 
Pemerintah  India  telah  menyelenggarakan  program  
Pengampunan Pajak sebanyak 12 kali sampai dengan tahun 
1997. Tujuan diberikannya Pengampunan Pajak adalah untuk 
mengembalikan uang gelap dari hasil penggelapan pajak baik 
yang dilakukan oleh residen India maupun non-residen, untuk 
memberikan kesempatan pada pelaku penggelapan pajak untuk 
melaporkan penghasilan yang disembunyikan dan membayar 
pajak dengan benar dan menambah penerimaan pajak. 
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Pengampunan Pajak berupa sanksi terkait Undang-Undang 
PPh, UU Pajak atas kekayaan, UU Nilai Tukar, dan UU 
Perseroan diberikan kepada WP OP dan WP Badan di dalam 
negeri dan Luar Negeri yang melaporkan penghasilan dan 
asetnya yang belum dilaporkan sampai dengan tahun 1997. 
Untuk dapat berperan serta dalam program Pengampunan Pajak, 
Wajib Pajak harus membayar uang tebusan dengan tarif 35 
persen dari nilai harta bersih untuk WP Badan dan tarif 30 persen 
dari nilai harta bersih untuk WP OP. 
Program Pengampunan Pajak di India dituangkan ke dalam 
Undang-Undang tersendiri tidak tergabung dalam Undang-
Undang Adminsitratif, di mana jangka waktu pelaksanaan 
Pengampunan Pajakadalah 6 bulan sejak Undang-Undang 
disahkan. Meskipun program Pengampunan Pajak 1997 
dianggap paling berhasil jumlah yang diperoleh dari program 
tersebut tidak terlalu signifikan. Pemerintah hanya berhasil 
menghimpun tambahan penerimaan pajak sebesar US$2,5 miliar 
atau sekitar Rp25 triliun, yang berasal dari 350.000 Wajib Pajak 
Orang Pribadi. 
2.3. Irlandia 
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Pengampunan Pajak di Irlandia diperuntukkan bagi WP 
yang sudah atau belum terdaftar, sudah atau belum lapor, dan 
pelaku penggelapan pajak. Pengampunan yang diberikan 
mencakup pokok, sanksi dan pidana pajak terkait Pajak 
Penghasilan. Kebijakan ini sering disebut sebagai general tax 
amnesties karena mencakup seluruh kelompok Wajib Pajak dan 
diadakan pada tahun 1988 dan 1993. 
Untuk peningkatan law enforcement, dan otoritas pajak 
diberikan tambahan kewenangan untuk akses informasi institusi 
keuangan, yang digunakan untuk kelompok Wajib Pajak tertentu 
sehingga otoritas pajak mempunyai kewenangan kuat atas 
penggelapan pajak (tax evasion) melalui penggunaan bank 
secrecy. Terkait program tax amnesty ini, Pemerintah Irlandia 
berhasil mengumpulkan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar 
Rp10 triliun. Selain itu, pada saat dilangsungkannya program 
Pengampunan Pajak, Pemerintah mempublikasikan nama-nama 
para pengemplang pajak di media Pajak.77 
2.4. Rusia 
Pengampunan Pajak dilakukan di Rusia dengan tujuan 
untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan. Pengampunan 
                                                          
77 Hari S. Luitel, Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?, (London: Lexington Books, 2014) hlm. 17 
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Pajak pertama kali dilakukan di tahun 1993, namun tidak berjalan 
sukses karena jangka waktu yang sangat singkat, yaitu satu 
bulan. Rusia melaksanakan Pengampunan Pajak yang kedua 
pada tahun 1997. Dalam program kedua tersebut, Wajib Pajak 
diberi kesempatan untuk membayar pajak atas penghasilan yang 
dilaporkan dalam beberapa tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 
dengan dikenakan bunga 30 persen pertahun. Adanya 
penerapan sanksi bunga yang tinggi tersebut telah membuat 
Pengampunan Pajak di Rusia tidak cukup berhasil. Selain itu, 
program Pengampunan Pajak yang sangat sering dilakukan telah 
menciptakan moral hazard bagi Wajib Pajak. 
2.5. Amerika Serikat  
Selama  periode  1982-2011,  45  negara  bagian  di  
Amerika  Serikat78  telah melakukan 111 program Pengampunan 
Pajak, atau rata-rata tiap negara bagian telah melakukan minimal 
2 kali Pengampunan Pajak. Rata-rata durasi berlangsungnya 
Pengampunan Pajak adalah selama 76 hari di mana penerimaan 
tambahan yang didapat dari program sebesar 0.74 persen dari 
total penerimaan pajak di tiap negara bagian. Studi empiris 
membuktikan bahwa negara bagian biasanya berhasil 
                                                          
78 Kecuali Alaska, Montana, Tennessee, Utah, dan Wyoming. 
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memperoleh suatu tambahan penerimaan yang cukup signifikan, 
namun efeknya akan semakin kecil seiring kembali dilakukannya 
program tersebut.79 
3. Tax Amnesty Indonesia yang berjalan di Singapura 
3.1. Penyimpanan Dana di Luar Negeri 
Berdasarkan wawancara penulis pada Direktorat Peraturan 
Perpajakan II (DPP II) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan (DJP Kemenkeu), tidak diketahui  atau tidak adanya 
data terkait berapa jumlah perusahaan atau nasabah WNI dan 
berapa jumlah dana yang berada di Singapura. Karena pajak 
sifatnya hanya untuk memungut, tidak pernah dicari tau berapa 
besaran jumlah dana WP di luar negeri. 
 
Penyimpanan dana di luar negeri dipicu oleh adanya fasilitas 
yang lebih menguntungkan yang diberikan oleh negara lain bagi 
pihak-pihak yang mempunyai kekayaan yang diterima ataupun 
diperoleh dari kegiatan untuk menghindari pengenaan pajak. 
Dengan demikian masih terdapat banyak potensi pajak yang 
belum tergali termasuk yang terkait dengan dana dan harta yang 
disimpan di luar negeri. Salah satu kendala yang dihadapi oleh 
                                                          
79 Hari S. Luitel. Op.Cit. hlm 74 
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Pemerintah Indonesia saat ini adalah terbatasnya data-data yang 
memperlihatkan jumlah aset masyarakat terutama jumlah aset 
dari Warga Negara Indonesia yang disimpan di luar negeri. 
Terdapat beberapa data dan informasi yang mengindikasikan 
adanya penyimpanan atau pelarian dana yang dimiliki oleh WNI 
ke luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia disebutkan 
bahwa pada akhir tahun 2013 terdapat sekitar USD23,4 miliar 
atau sekitar Rp234 triliun devisa hasil ekspor masih mengendap 
di bank devisa luar negeri80. Lebih lanjut, terdapat data terkait 
high net worth individual (HNWI) Indonesia di luar negeri yang 
mayoritas berada di Singapura sebagaimana terlihat pada 
Gambar 1 dibawah ini. 
Dalam Gambar 1 di bawah dijelaskan bahwa dari USD250 
miliar atau sekitar Rp2.500 Triliun kekayaan high net worth 
individual (HNWI) Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar 
USD200 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun yang disimpan di 
negara Singapura dimana sebesar USD50 miliar atau sekitar 
Rp500 triliun disimpan dalam bentuk non-investable assets yang 
utamanya dapat berbentuk real estat, sedangkan sebagian besar 
yaitu USD150 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun diinvestasikan 
                                                          
80 USD 223 Miliar Dana Hasil Ekspor Masih Parkir di Luar Negeri - http://www.merdeka.com/uang/usd-
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dalam bentuk investable assets sebagai contoh yaitu deposito 
atau saham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. High net worth individual (HNWI) Indonesia di luar negeri 
Sumber: Study oleh McKinsey & Company (Desember 2014) 
AuM: Asset Under Management 
 
Selain data dan informasi tersebut diatas, terdapat beberapa 
pihak independen yang memiliki data terkait dengan 
penyimpanan dana di luar negeri terutama dana yang disimpan di 
negara Singapura. Menurut Menteri Keuangan dalam beberapa 
pernyataannya yang dikutip dari media massa pada akhir tahun 
2014, saat ini terdapat lebih dari Rp3.000 triliun dana oleh WNI 
yang disimpan di Singapura. Hal tersebut juga didukung oleh 
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang dalam beberapa 
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pernyataan di media pada awal tahun 2015, orang-orang kaya 
Indonesia secara individu menyimpan dana sebesar USD150 
miliar atau sekitar Rp1.500 triliun di bank-bank di Singapura. 
Angka itu belum termasuk uang perusahaan yang disimpan di 
Singapura yang mencapai USD150 miliar sehingga total dana 
yang dimiliki oleh orang Indonesia di Singapura sekitar Rp3.000 
triliun. Data mengenai jumlah harta orang-orang Indonesia 
(misalnya dana, surat berharga, maupun properti) di Singapura 
yang berjumlah lebih dari Rp3.000 triliun tersebut belum 
termasuk dana atau harta yang disimpan di negara atau jurisdiksi 
lainnya, seperti: Hong Kong, Macau, Labuan (Malaysia), 
Luxemburg, Swiss, dan negara tax haven lainnya. 
Tindakan pihak yang belum melaporkan hartanya di dalam 
dan luar negeri serta belum dikenai pajak di Indonesia turut 
berkontribusi terhadap rendahnya tax ratio. Selain itu, rendahnya 
tax ratio juga disebabkan antara lain oleh kepatuhan Wajib Pajak 
yang masih rendah dan terbatasnya kapasitas otoritas 
perpajakan terutama dalam mengawasi aktivitas perekonomian di 
sektor informal (underground economy) dan mencegah larinya 
modal (capital flight) ke luar negeri. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa sebenarnya masih terdapat potensi perpajakan Indonesia 
yang selama ini belum tergali yang dapat direalisasikan untuk 
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membiayai kegiatan perekonomian dan mendukung program-
program pemerintah guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi 
negara. 
Pada dasarnya, Pengampunan Pajak bukanlah sesuatu hal 
yang baru di Indonesia karena sudah pernah dilaksanakan pada 
tahun 1964, 1984, dan 2008. Walaupun demikian, program 
Pengampunan Pajak sebelumnya belum pernah menyasar harta 
Wajib Pajak yang disimpan di luar negeri. Pada faktanya program 
yang bertujuan untuk pengungkapan aset maupun kekayaan 
yang disimpan di luar negeri dewasa ini marak dilakukan di 
berbagai negara. Program tersebut sering disebut sebagai 
Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) yang memiliki 
karakteristik hampir serupa dengan Pengampunan Pajak. 
Pelaksanaan OVDP didorong, terutama, oleh semakin kecilnya 
kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar negeri 
karena semakin transparannya sektor perpajakan global dan 
intensitas pertukaran informasi antar negara. Di berbagai negara, 
OVDP bersifat program khusus seperti Pengampunan Pajak. 
 
3.2. Pemberlakuan atas Harta yang Dialihkan Dari Luar Wilayah 
Indonesia Ke Dalam Wilayah Indonesia 
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Bagi Wajib Pajak yang akan mengalihkan Harta berupa kas 
atau setara kas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka pengalihan harus dilakukan sebelum pengajuan 
Surat Permohonan Pengampunan Pajak. Sedangkan untuk Harta 
selain yang berupa kas atau setara kas, Wajib Pajak pengalihan 
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan 
dalam jangka waktu paling lambat hingga periode pertama yakni 
tanggal 31 Desember 2016. 
Investasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) 
tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara 
Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara atau 
investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri. 
Dalam hal Wajib Pajak menghendaki bentuk investasi lain, 
Wajib Pajak dapat mengalihkan investasi pada tahun kedua 
dan/atau tahun ketiga dalam bentuk: 
a. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan; 
b. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan 
badan usaha; 
 
c. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh 
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan; dan/atau 
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d. Investasi di sektor properti. 
 
 
 
3.3. Repatriasi Dana dan Deklarasi Harta dari Singapura melalui 
Tax Amnesty   
Program tax amnesty yang berakhir 31 Maret 2017, setelah 
berlangsung sembilan bulan, dinilai cukup sukses, bahkan 
termasuk paling berhasil di dunia. Di tengah keraguan para 
pengamat dan sebagian pelaku bisnis, program pengampunan 
pajak menunjukkan sejumlah hasil menggembirakan. Sejumlah 
target yang tidak tercapai tidak mengurangi suksesnya program 
ini. 
Tak terkecuali repatriasi dana dan deklarasi harta, Direktorat 
Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat repatriasi dan deklarasi 
harta luar negeri di dominasi 5 negara, yang paling besar berasal 
dari Singapura baik repatriasi maupun deklarasi. 
Dalam program pengampunan pajak, deklarasi adalah 
pernyataan wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak 
dengan mendeklarasikan aset-asetnya di luar negeri tanpa 
mengalihkannya ke dalam negeri. Sedangkan repatriasi, wajib 
pajak tersebut sekaligus mengalihkan  aset-asetnya dari luar 
negeri ke Indonesia. 
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Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan 
Suryo Utomo merinci, untuk repatriasi Singapura jumlahnya Rp 
84,52 triliun, lalu Cayman Islands Rp 16,51 triliun, Hong Kong Rp 
16,28 triliun, Virgin Islands Rp 6,58 triliun, dan China sebesar Rp 
3,65 triliun. 
Untuk deklarasi luar negeri, Singapura masih berada di 
urutan pertama dengan Rp 751,19 triliun, Virgin Islands sebesar 
Rp 76,92 triliun, Hong Kong dengan jumlah Rp 56,27 triliun, 
Cayman Islands dengan Rp 52,86 triliun, dan Australia sebesar 
Rp 41,15 triliun.81 
No 
Nama 
Negara 
Repatriasi Deklarasi LN Harta Deklarasi 
1 Singapore 84.533.342.503.869 751.282.913.635.622 835.816.256.139.491 
   
Table 1:  Jumlah Dana Deklarasi dan Repatriasi dana dari 
    Singapura 
Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. 
 
 
Untuk repatriasi ini, Australia digeser China yang menduduki 
peringkat ke-5 negara asal repatriasi setelah Singapura, Cayman 
Islands, Hong Kong, dan Virgin Islands. Dari data taxhaven.org, 
negara-negara tersebut  ditengarai sebagai tax haven 
                                                          
81 Hasil Tax Amnesty Paling Banyak Dari Negara Ini - https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/3459236/hasil-tax-amnesty-paling-banyak-berasal-dari-negara-ini - Diakses Pada Rabu, 19 April 
2017 Pukul 11.30 WITA 
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country atau surga pajak untuk menghindari kewajiban 
perpajakan.82 
Dubes KBRI Singapura, Ngurah Swajaya mengungkapkan 
sebenarnya masih banyak dana wajib pajak yang dapat 
direpatriasi dari negara itu. Tetapi masalahnya adalah yang 
sudah direpatriasi belum dimanfaatkan.83 Swajaya mengatakan 
bahwa pada umumnya wajib pajak yang sudah melakukan 
deklarasi enggan melanjutkan ke tahap repatriasi karena mereka 
masih melihat arah dari dana repatriasi sebelumnya. Selain itu, 
perkembangan Indonesia yang tidak stabil pada akhir tahun lalu 
membuat mereka khawatir. 
Salah satu cara untuk mengajak wajib pajak melakukan 
repatriasi adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi 
investasi di Indonesia. 
Swajaya mengungkapkan tingkat kepercayaan pengusaha di 
Singapura cukup besar berdasarkan survei Singapore Business 
Federation. Poin positif ini harus direspon dengan 
memperbaiki ease of doing business.  
                                                          
82 Singapura Peringkat Pertama Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Program Amnesti Pajak -  
http://www.pajak.go.id/content/news/singapura-peringkat-pertama-negara-asal-deklarasi-dan-
repatriasi-program-amnesti-pajak - Diakses Pada Rabu, 19 April 2017 Pukul 20.00 WITA 
83 Dalam Dialog Indonesia Incorporated pra Investment Week-Singapore Chapter 2017 di Kemendagri, 
Selasa (14 Maret 2017). 
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Selanjutnya, pengembangan infrastruktur yang tengah 
digenjot pemerintah. Terakhir, Swajaya menilai semua pihak 
harus bergerak menangani keluhan umum investor yang terkait 
dengan regulasi, seperti masalah tanah dan sinergi pemerintah 
dan daerah.84 
4. Dampak hubungan bilateral Indonesia – Singapura dari Kebijakan 
Tax Amnesty 
Kabar adanya upaya penjegalan yang dilakukan oleh pihak-
pihak Singapura dalam upaya repatriasi dana oleh WNI itu telah 
dibenarkan oleh beberapa pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait 
informasi yang menyebut bahwa perbankan Singappura itu 
melaporkan WNI yang melakukan repatriasi dana dalam 
rangka tax amnesty.  
Pertemuan OJK dengan bank-bank yang terafiliasi dengan 
Singapura tersebut sengaja memanggil khusus untuk meminta 
penjelasan tentang kebenaran informasi bahwa bank induk 
mereka di Singapura melaporkan WNI yang merepatriasi aset. 
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bank di 
                                                          
84 Repatriasi Singapura ke Indonesia Sebesar Rp83,6 Triliun - 
https://m.tempo.co/read/news/2017/03/15/090856373/repatriasi-singapura-ke-indonesia-sebesar-
rp83-6-triliun - Diakses Pada Jumat, 21 April 2017 Pukul 21.00 WITA. 
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Singapura melaporkan WNI ke unit kejahatan keuangan 
Kepolisian Singapura yang merepatriasi asetnya sebagai 
transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report). 
Berdasarkan pertemuan itu, tiga bank-bank yang berbasis di 
Singapura tersebut memang mengakui telah melakukan laporan. 
Laporan itu dalam rangka memenuhi standar Financial Action 
Task Force (FATF), yakni lembaga yang dibentuk untuk 
mencegah pencucian uang antarnegara.  
Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian 
Singapura, sehingga WNI dapat terus melakukan transaksi. 
Bahkan, bank-bank Singapura tersebut mengklaim mendukung 
program pengampunan pajak yang sedang dilakukan pemerintah 
Indonesia, melakukan asistensi, serta sosialisasi. 
Berdasarkan penyampaian Sekretariat Kabinet Pramono 
Anung, PM Singapura Lee Hsien Loong telah menjelaskan sikap 
pemerintahannya untuk tidak menghambat program tax 
amnesty yang dilakukan pemerintah Indonesia.85  
Berdasarkan wawancara penulis dengan Dirjen HPI dan 
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen ASTIMPAS) 
Kemenlu, dimana sejauh ini belum ada dampak yang secara 
                                                          
85 Bank Singapura Resmi Laporkan Peserta Tax Amnesty ke Polisi - 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160921152805-78-160005/bank-singapura-resmi-
laporkan-peserta-tax-amnesty-ke-polisi/ - Diakses Pada Sabtu, 22 April 2017 Pukul 21.30 WITA. 
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signifikan terjadi terhadap Singapura terkait kebijakan tax 
amnesty ini. Hubungan bilateral kedua negara pun dapat 
dikatakan baik-baik saja. Tidak ada ancaman atau bentuk protes 
yang bisa mengakibatkan hubungan bilateral Indonesia – 
Singapura renggang. Dapat dilihat dari belum adanya sikap resmi 
yang ditunjukkan oleh pemerintah Singapura terkait kebijakan 
Indonesia ini. Yang terlihat hanya ada sikap mendukung dari 
Pemerintah Singapura dalam menyukseskan program tax 
amnesty ini. Namun yang menjadi catatan adalah lebih pada 
pelaksanaan hukum kita dimana yang berlaku dalam kebijakan ini 
adalah Hukum Nasional Indonesia. 
 
B. Upaya hukum pemerintah Indonesia dalam mendukung dan 
melindungi upaya repatriasi dana WNI di Singapura   
1. Efektifitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak 
Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami 
peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di 
masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum 
digali secara optimal. Untuk menggali penerimaan negara dari 
sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta 
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diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-
upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi 
perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah 
Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu 
sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak 
yang selama in belum tergarap.86 
 Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi 
sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa 
dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu 
diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan 
perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib 
pajak seperti sunset policy. Demikian juga, salah satu kebijakan 
yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty 
atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat 
meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak 
dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, 
sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah 
wajib pajak.  
1.1. Implementasi Perpajakan di Indonesia 
                                                          
86 Ragimun. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. Jakarta: Pusat 
Kebijakan Ekonomi Makro, BKF. 2010. hlm. 3.  
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Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. 
Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang 
merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi 
perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor 
pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap 
saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. 
Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor 
ekspor minyak dan gas bumi.  
Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan 
sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah 
Indonesia. Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah 
satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau 
Tax Amnesty. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-
ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan 
ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang 
banyak diminta kalangan usaha.  
Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi 
kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah 
94 
 
menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.87 Dalam 
pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih 
mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib 
pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak 
masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan 
dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan 
kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.88 
Bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax amnesty) 
seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara 
dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu 
yang relatif singkat. Program tax amnesty ini dilaksanakan karena 
semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini 
dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama 
kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini 
dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat 
berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela 
(voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax 
amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.  
                                                          
87Sunset Policy - Pengampunan Pajak di UU KUP 2008 - http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-
policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/ - Diakses Pada Minggu, 22 April 2017 Pukul 19.00 WITA. 
88 Ragimun. Op.Cit. hlm 4. 
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Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty 
diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-
dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat 
digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya 
bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi 
lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah 
tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke 
kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya 
penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. 
Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan 
melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila 
diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya 
pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan 
terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna 
menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang 
kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat 
dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi 
kebijakan ini. 
1.2. Analisis SWOT Implementasi Tax Amnesty 
Bila digunakan analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities dan Threats), terutama dilihat dari sisi kekuatan, 
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kelemahan, peluang dan tantangan implementasi penerapan Tax 
Amnesty, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 A. Strength (Kekuatan)89   
1.  Sumber daya yang dimiliki pada instansi aparatur pajak saat ini 
sudah memadai yang dapat mendukung diberlakukannya 
penerapan tax amnesty. Demikian juga infrastruktur 
pendukung lainnya. Tercatat pegawai Ditjen Pajak saat ini 
adalah sebesar 32.000 orang, sehingga bila wajib pajak saat 
ini berjumlah 20 juta orang berarti rationya adalah 1 : 625. 
Walaupun ke depan sangat perlu untuk ditambah lagi 
mengingat wajib pajak setiap tahunnya mempunyai tren 
meningkat. 
2. Bila kebijakan perpajakan seperti tax amnesty diterapkan maka 
akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan 
diri menjadi Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban 
perpajakannya seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya 
dengan sunset policy maupun pemebebasan pajak fiskal bagi 
warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri 
dengan syarat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
3. Kondisi ekonomi nasional saat ini relatif stabil dengan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Hal ini dapat 
                                                          
89 Ibid. hlm. 14.  
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menjamin pemberlakuan tax amnesty. Beberapa negara lain 
seperti Afrika Selatan, Korea Selatan dan lain-lain, 
memberlakukan tax amnesty pada saat ekonomi negara 
tersebut dalam kondisi stabil.  
4. Dengan diadakannya sensus pajak tahun 2011 maka dapat 
diketahui gambaran mengenai kondisi wajib pajak, potensi 
maupun karakteristik wajib pajak yang dapat meberikan 
masukan bagi pengambil keputusan guna menentukan ya atau 
tidak implementasi tax amnesty dilakukan. 
B. Weakness (Kelemahan)90  
1. Tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi 
landasan hukum implementasi tax amnesty yang dapat 
memberikan aturan jelas. Hal ini akan menambah keraguan 
bagi wajib pajak dan calon wajib pajak. Namun apabila 
implementasi tax amnesty akan diterapkan maka berarti harus 
di buat terlebih dahulu peraturan perpajakan (undang-undang) 
yang mengatur tentang hal itu. Hal in tentu saja akan 
memakan waktu yang lebih lama karena tentu saja harus 
mendapat persetujuan dari DPR (Dewan Pertimbangan 
Rakyat).  
                                                          
90 Ibid. hlm. 15. 
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2. Pernah dilaksanakan implementasinya. Pertama, 
pengampunan pajak sudah dilaksanakan pada tahun 1964 
melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang 
Peraturan Pengampunan Pajak yang kemudian secara 
berturut-turut diikuti Keppres No. 26 tahun 1984 tentang 
Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 
345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak 
jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 966/KMK.04/1983 
tentang Faktor Penyessuaian Untuk Penghitungan Pajak 
Penghasilan. Namun efektifitas pelaksanaan tax amnesty 
tersebut masih rendah, efektifitas ini terukur dari rendahnya 
partisipasi peserta tax amnesty tersebut.  
3. Reformasi dan penataan sistem perpajakan sedang dilakukan 
baik perbaikan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, 
pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber daya 
manusia serta pengawasan. Oleh karena itu bila tax amnesty 
dilakukan maka hasilnya tidak optimal. Idealnya tax amnesty 
dilakukan hanya sekali. 
C. Opportunity (Peluang)91  
1. Program ini diharapkan dapat meningkatkan dana-dana masuk 
ke Indonesia yang cukup banyak di simpan di luar negeri. Di 
                                                          
91 Ibid. hlm. 16. 
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samping itu, dana-dana yang selama ini diparkir di luar negeri 
dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya 
menerapkan pengampunan pajak. Potensi dana yang mengalir 
diperkirakan berkisar US$ 20-40 miliar atau setara Rp 360 
triliun. (data Kadin, 2009) Dana tersebut disimpan di sejumlah 
bank di Singapura dan Australia.  
2. Sejumlah negara telah sukses memberlakukan tax amnesty, 
salah satu diantaranya adalah Afrika Selatan, Korea Selatan 
dan India.  
3. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi 
merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan tujuan akhir 
guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. 
4. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini yang selalu membaik 
memberikan kesempatan untuk dapat diterapkannnya 
kebijakan tax amnesty.  
5. Tax amnesty dapat berpengaruh positif bagi pasar uang pada 
Bursa Efek Indonesia. Bila kebijakan ini diterapkan maka 
mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru karena 
perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas 
permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah 
perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap 
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memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status 
perushaaannya menjadi perusahaan terbuka. 
6. Bila program tax amnesty berhasil diimplementasikan maka 
pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain 
pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan 
pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan 
diimplementasikan tax amnesty maka asset recoverynya lebih 
mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset 
koruptor. Asset recovery adalah perbandingan antara jumlah 
kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset 
atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase asset 
recovery masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat 
dijadikan acuan penentuan tarif tax amnesty. 
 D. Threats (Ancaman)92  
1. Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak 
adalah antara lain terus dikembangkan hubungan kerja sama 
internasional baik dengan institusi negara-negara lain maupun 
lembaga keuangan internasional untuk dapat saling tukar 
menukar data dan informasi perpajakan. 
                                                          
92 Ibid. hlm. 17. 
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2. Beberapa peristiwa penyimpangan di Ditjen Pajak seperti 
”Kasus Gayus” berakibat pada penggiringan opini wajib pajak 
untuk memboikot pembayaran pajak dengan melakukan 
penghindaran pajak (tax avoidance).  
3. Banyaknya permasalahan yang timbul terkait pengampunan 
pajak sehingga aturannyapun menjadi semakin kompleks oleh 
karenanya diperlukan aturan yang jelas yang tidak 
menimbulkan persepsi yang berbeda serta berbagai 
kepentingan.  
4. Saat ini Indonesia masih memiliki permasalahan lain terkait 
peningkatan tax ratio penerimaan pajak terhadap PDB. Tax 
ratio Indonesia sampai saat ini masih rendah berkisar 13 
persen bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, 
sehingga kebijakan tax amnesty adalah salah satu upaya 
alternatif guna meningkatkan minat pembayaran pajak di 
kalangan masyarakat. 
1.3. Efektifitas Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Pada awal akhir Juni 2016, Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty disahkan 
DPR-RI dan kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-
Undang (UU) No 11 tahun 2016 dan mulai berlaku pada 18 Juli 
2016. Berlakunya Tax Amnesty ini menandai awal baru tidak 
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hanya bagi upaya meningkatkan ruang fiskal guna 
mempersempit defisit fiskal tetapi juga diharapkan dapat 
meningkatkan ruang fiskal. Di saat trend perlambatan baik 
permintaan maupun harga komoditas, membuat penerimaan 
negara menjadi tertekan. Sementara kebutuhan pendanaan 
dalam belanja negara menjadi semakin besar. Terlebih saat ini, 
Indonesia membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar ditengah 
upaya menggenjor pembangunan infrastruktur.93 
Dalam UU dinyatakan bahwa Pengampunan Pajak 
merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 
Dengan mengungkapkan Harta dan membayar uang tebusan 
maka wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan 
dan sanksi pidana bidang perpajakan. Ketentuan tersebut berlaku 
bagi setiap wajib pajak namun terdapat beberapa wajib pajak 
yang dikecualiakan.  
Pasal 3 ayat (3)94: 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang: 
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah 
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 
b.  dalam proses peradilan; atau 
c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang 
Perpajakan. 
                                                          
93Efektivitas Tax Amnesty - http://www.neraca.co.id/article/72274/efektivitas-tax-amnesty - Diakses 
Pada Minggu, 23 April 2017 Pukul 19.45 WITA. 
94 Lihat Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 
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Wajib pajak juga berlaku bagi para pengusaha baik yang 
beroperasi di dalam negeri maupun luar negeri. 
Tentunya kita semua berharap bahwa Tax Amnesty dapat 
secara efektif mendorong para pengusaha yang selama ini masih 
memiliki aset yang belum terdaftar dapat segera mendaftarkan 
hartanya. Melalui Tax Amnesty kita dapat menjadikannya sebagai 
momentum untuk mentransformasi sektor perpajakan. Hal ini 
penting tidak hanya untuk kepentingan fiskal dan perpajakan saat 
ini, tetapi juga dikemudian hari. Melalui mekanisme pelaporan 
harta kekayaan maka negara akan memiliki basis data 
perpajakan yang semakin besar dikemudian hari. Baik secara 
intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi 
terjadi ketika wajib pajak melaporkan harta yang selama ini belum 
dilaporkan. Sementara ekstensifikasi terjadi ketika wajib pajak 
yang selama ini belum terdaftar akan mendaftar sebagai wajib 
pajak dan mendaptkan NPWP beserta pelaporan harta kekayaan. 
Salah satu kunci keberhasilan dan efektivitas dari program ini 
adalah sosialisasi, komunikasi dan persuasif dari pemerintah ke 
dunia usaha. Upaya untuk melakukan sosialisasi harus terus 
dilakukan secara intensif dan ekstensif. Tidak hanya pemerintah, 
tetapi juga otoritas lainnya seperti perbankan, media massa, 
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Bank Indonesia (BI) dan OJK juga perlu secara kolektif 
melakukan sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat. Baik di 
dalam maupun di luar negeri agar semakin banyak elemen 
masyarakat dan pengusaha yang akan menggunakan fasilitas 
pengampunan pajak. Terlebih banyak dana dari pengusana 
domestik yang selama ini ditempatkan di luar negeri dan belum 
dilaporkan kepada negara. 
Menurut Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP berdasarkan 
hasil wawancara penulis mengatakan bahwa UU Tax Amnesty 
sudah berjalan dengan baik dengan dibuktikan adanya uang 
tebusan sebesar 125 triliunan dari target 165 triliun. WP telah 
diberikan waktu dari Juli hingga Desember 2016 (periode 
pertama)  kesempatan untuk merepatriasi dananya. Mereka 
menilai UU ini telah mengakomodir kepentingan WP yang berada 
di luar negeri dengan menyediakan kesempatan bagi WP untuk 
membuat Surat Pernyataan Harta kedua atau ketiga.  
Ketika seorang pengusaha WNI yg akan melaksanakan 
repatriasi dananya namun dihalang-halangi oleh pihak Singapura, 
maka WP tersebut dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua 
ke DJP karena tidak jadi merepatriasi. Namun DJP tidak 
mempunyai kewenangan untuk melakukan lobby atau diplomasi 
karena ini terkait hubungan kedua negara, kita tidak bisa 
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mengintervensi kedaulatan negara lain sekalipun ini berkaitan 
dengan harta dan penanaman modal dari WP. UU tax amnesty 
tidak sejauh ini mengakomodirnya. 
Bentuk akomodir lain. Ketika WP memiliki sebuah 
perusahaan diluar negeri (Perusahaan Cangkang) untuk 
menguasaai perusahaan didalam negeri (penguasaan tidak 
langsung) yg bertujuan untuk menyembunyikan identitasnya utk 
menghindari pemungutan pajak deviden yg berdasarkan P3B 
(Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang lebih kecil. 
Peraturan Menteri Keuangan No. 127 menyatakan bahwa 
silahkan bubarkan perusahaan cangkang tersebut, atau tidak 
membubarkan dan itu dianggap sebagai deklarasi luar negeri 
dengan tarif deklarasi. Ketika perusahaan cangkang dibubarkan, 
DJP memberikan 2 fasilitas, yang pertama adalah tarif yang 
rendah karena dianggap repatriasi, yang kedua adalah segala 
pengalihan saham dari perusahaan cangkang ke pemiliknya 
dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. 
Namun dilain sisi, UU ini tidak mengakomodir kebutuhan WP 
yang berada diluar negeri secara spesifik. Yang ada hanya 
aturan yang bersifat general kepada semua WP baik yang ada di 
dalam negeri maupun luar negeri. Padahal pada praktiknya, 
diperlukan regulasi yang dapat mengakomodir WP yang berada 
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di luar negeri ketika mengalami suatu masalah dalam proses 
repatriasi dananya.  
Dapat dilihat dari adanya isu yang mengatakan bahwa 
terdapat upaya menghalang-halangi oleh pemerintah Singapura 
terhadap WP yang akan melakukan repatriasi, bahkan isunya 
mereka akan dipidanakan.  
Maka penulis meyakini bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidaklah cukup 
efektif dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan wajib 
pajak, khususnya wajib pajak yang berada di luar negeri. 
 
2. Upaya perlindungan hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi 
repatriasi dana di Luar Negeri 
Berdasarkan penelitian penulis saat melakukan wawancara 
dengan pihak Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri, menyatakan 
bahwa pertanyaan ini lebih tepatnya ditujukan kepada BKF 
(Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan. Namun, Dirjen 
HPI mencoba memberikan pandangannya sendiri terkait ini. 
Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya implementasi 
keberlakuaan undang-undang tax amnesty ini masih belum 
menunjukkan jatinya dirinya, apakah berlaku kedalam ataukah 
berlaku keluar.  
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Seyogianya undang-undang Indonesia berlaku untuk semua 
orang dan warga negara asing yang berada dalam wilayah 
teritorial indonesia. Namun mereka berpandangan bahwa 
kurangnya pengaturan secara keluar. Dimana tidak adanya 
norma hukum yang mengatur mengenai implementasi amnesty 
Indonesia di luar negeri. 
Dalam membantu menangani WNI yang bermasalah ketika 
akan melakukan repatriasi dananya, pemerintah Indonesia dalam 
hal ini KBRI dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) 
sebagai fungsi perwakilan telah melakukan persiapan mulai dari 
penyuluhan, hingga siap membantu baik secara administrasi 
maupun secara protokoler. Upaya-upaya inilah yang telah 
dibangun oleh KBRI dan KJRI dalam membantu menyukseskan 
tax amnesty. Baik dalam sosialisasi, pelaksanaan, penanganan 
masalah, hingga berakhirnya masa berlaku tax amnesty. Tapi 
sejauh ini belum ada laporan yang masuk kepada KBRI dan KJRI 
terkait kebijakan tax amnesty Indonesia ini. 
Kewenangan perlindungan tetap diplomatik yang  berkaitan 
dengan perlindungan terhadap warga negaranya merupakan 
bagian dari salah satu misi di negara penerima sesuai dengan 
Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler yang telah 
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diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.95 Dalam Pasal 5 Konvensi 
Wina 1963: 
Article 5 
Consular functions96 
Consular functions consist in: 
(a) protecting in the receiving State the interests of the 
sending State and of its nationals, both individuals and 
bodies corporate, within the limits permitted by 
international law; 
(b) furthering the development of commercial, economic, 
cultural and scientific relations between the sending State 
and the receiving State and otherwise promoting friendly 
relations between them in accordance with the provisions 
of the present Convention; 
(c) ascertaining by all lawful means conditions and 
developments in the commercial, economic, cultural and 
scientific life of the receiving State, reporting thereon to 
the Government of the sending State and giving 
information to persons interested; 
(d)  issuing passports and travel documents to nationals of 
the sending State, and visas or appropriate documents to 
persons wishing to travel to the sending State; 
(e) helping and assisting nationals, both individuals and 
bodies corporate, of the sending State; 
(f)  acting as notary and civil registrar and in capacities of a 
similar kind, and performing certain functions of an 
administrative nature, provided that there is nothing 
contrary thereto in the laws and regulations of the 
receiving State; 
(g) safeguarding the interests of nationals, both individuals 
and bodies corporate, of the sending States in cases of 
succession mortis causa in the territory of the receiving 
State, in accordance with the laws and regulations of the 
receiving State; 
(h)  safeguarding, within the limits imposed by the laws and 
regulations of the receiving State, the interests of minors 
and other persons lacking full capacity who are nationals 
                                                          
95 Nicholas Tandi Dammen. Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri. Jurnal Hukum Internasional 
Volume 2 Nomor 4.  2005. hlm. 721. 
96 Lihat Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler 
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of the sending State, particularly where any guardianship 
or trusteeship is required with respect to such persons; 
(i)   subject to the practices and procedures obtaining in the 
receiving State, representing or arranging appropriate 
representation for nationals of the sending State before 
the tribunals and other authorities of the receiving State, 
for the purpose of obtaining, in accordance with the laws 
and regulations of the receiving State, provisional 
measures for the preservation of the rights and interests 
of these nationals, where, because of absence or any 
other reason, such nationals are unable at the proper 
time to assume the defence of their rights and interests; 
(j)  transmitting judicial and extrajudicial documents or 
executing letters rogatory or commissions to take 
evidence for the courts of the sending State in 
accordance with international agreements in force or, in 
the absence of such international agreements, in any 
other manner compatible with the laws and regulations of 
the receiving State; 
(k) exercising rights of supervision and inspection provided 
for in the laws and regulations of the sending State in 
respect of vessels having the nationality of the sending 
State, and of aircraft registered in that State, and in 
respect of their crews; 
(l) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in 
subparagraph (k) of this article, and to their crews, taking 
statements regarding the voyage of a vessel, examining 
and stamping the ship’s papers, and, without prejudice to 
the powers of the authorities of the receiving State, 
conducting investigations into any incidents which 
occurred during the voyage, and settling disputes of any 
kind between the master, the officers and the seamen 
insofar as this may be authorized by the laws and 
regulations of the sending State; 
(m) performing any other functions entrusted to a consular 
post by the sending State which are not prohibited by the 
laws and regulations of the receiving State or to which no 
objection is taken by the receiving State or which are 
referred to in the international agreements in force 
between the sending State and the receiving State. 
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  Berdasarkan Pasal 5 ini, dijelaskan bahwa perwakilan tetap 
diplomatik memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan 
terhadap kepentingan dan warga negaranya secara individu dan 
badan hukum dalam batas yang diijinkan oleh hukum 
internasional. Perlindungan terhadap warga negara dari  negara 
pengirim dapat berupa hal-hal yang bersifat pelayanan konsuler 
seperti pembuatan akta (tanda bukti kebenaran), adopsi, 
perkawinan, perceraian, ekstradisi, kewarganegaraan, assylum 
(suaka politik), warga negara RI terlantar, Tenaga Kerja 
Indonesia, anak buah kapal dan nahkoda, pengurusan jenazah 
WNI di luar negeri, repatriasi dan deportasi WNA di Indonesia. 
Pelayanan konsuler tersebut, dilakukan oleh perwakilan tetap 
untuk memudahkan dalam menyelesaikan segala permasalahan 
yang berkaitan dengan Warga Negara RI di luar negeri.97 
Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan 
Hukum Indonesia (BHI) adalah fungsi dan tugas perwakilan 
dalam melaksanakan kepentingan nasional dan warga negaranya 
sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang 
Hubungan Konsuler yang telah disahkan oleh Pemerintah RI 
                                                          
97 Departemen Luar Negeri. Petunjuk Konsuler. Sekretariat Jenderal Protokol dan Konsuler. Jakarta. 
Deplu (1996). 
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dengan UU No. 1 Tahun 1982 tanggal 25 Januari 1982, yaitu 
Pasal 5 tentang Fungsi-fungsi Konsuler, 
“Ayat (a) yaitu melindungi kepentingan-kepentingan Negara 
Pengirim dan kepentingan warga negaranya yang berada di 
Negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan 
hukum, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum 
Internasional; 
Dan ayat (e) yaitu menolong dan membantu warga negara 
pengirim baik perseorangan maupun badan-badan usaha.” 
 
Departemen Luar Negeri berupaya semaksimal mungkin 
untuk melaksanakan konsep kepedulian dan keberpihakan yang 
telah dicanangkan tersebut. Pelaksanaan perlindungan 
berdasarkan pada multi-prong approach yang dilakukan baik 
dengan pendekatan politis, upaya kemanusiaan, dan advokasi 
hukum. Perlindungan ditujukan bagi WNI dan BHI baik sebagai 
korban maupun pelaku/penyebab masalah dilakukan melalui jalur 
sebagai berikut:98 
a) Perlindungan dengan pendekatan politis. Dilakukan 
dengan kerja sama antar Pemerintah (G to G) dengan 
negara penerima, kerja sama G to G dengan sesama 
negara pengirim, kerja sama G to NGO (LSM/Ornop), 
kerja sama G to Organisasi Internasional (ILO, IOM, 
UNHCR, etc), kerja sama G to Organisasi keagamaan 
                                                          
98 Nicholas Tandi Dammen. Op.cit. hlm. 722. 
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dan kerja sama G to private/individual atau private to 
private (Indonesian community abroad). 
b) Upaya kemanusiaan. Dilakukan dengan kunjungan 
regular/konsultasi bagi korban ataupun pelaku kejahatan; 
pemberian bantuan kebutuhan pokok; kunjungan 
rohaniawan; repatriasi dan layanan kesehatan/psiko 
sosial. 
c) Advokasi hukum. Dilakukan dengan cara pemberian 
pengacara (state lawyer, pro-bono, fee-paying lawyer); 
konsultasi hukum (pemberian gambaran secara umum 
proses yang akan dihadapi dan upaya yang bisa 
dilakukan); dan mediasi (baik perwakilan sebagai 
mediator atau pihak ketiga). 
 
3. Tindak lanjut pemerintah pasca berakhirnya Tax Amnesty 
Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Kementerian 
Keuangan berdasarkan hasil penelitian penulis mengatakan 
bahwa, berdasarkan UU Tax Amensty, pengertian pengampunan 
pajak adalah  
“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
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perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar 
Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”99 
 
Undang-undang tax amnesty tidak hanya berlaku untuk WP 
yg ikut tax amnesty tetapi juga yang tidak ikut tax amnesty. WP 
yang mengikuti tax amnesty ini denda adminstrasinya akan 
dihapuskan dan juga terlepas dari sanksi pidana. Namun berbeda 
dengan yang tidak ikut tax amensty pajaknya akan tetap normal.  
Setelah berakhirnya periode tax amnesty terdapat berbagai 
macam aturan baru. Ada yang terkait pengenaan sanksi, 
ketentuan pelaporan, investasi, dll sebagai peraturan pelaksana 
dari UU Tax Amnesty. Namun peraturan-peraturan tersebut 
masih sementara disusun, dimana aturan terkait ini sebagai 
penyempurnaan dari UU Tax Amnesty yang tidak hanya 
berkaitan dgn Direktorat Jenderal Pajak tapi juga Direktorat 
Jenderal lain.  
Ketika penulis mempertanyakan mungkinkah diadakan 
perjanjian internasional secara bilateral antara Indonesia dengan 
Singapura terkait kebijakanTax Amnesty ini, maka dari Dirjen HPI 
memberikan jawabannya yang mengatakan  bahwa masih 
memungkinkan untuk diadakan perjanjian internasional tersebut 
tapi untuk saat ini belum ada. Karena nantinya ketika akan 
                                                          
99 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
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dilakukan perancangan perjanjian internasional ini akan 
diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait yang dalam hal 
ini adalah Kementerian Keuangan. 
Namun berbeda dengan DPP II ketika penulis mengajukan 
pertanyaan yang sama maka mereka mengatakan tidak ada. 
Namun pasca tax amnesty, pemerintah indonesia memiliki 
strategi sebagai berikut: 
1. Memperbaiki undang-undang perbankan secara domestik; 
2. Tidak hanya perbankan secara domestik tapi juga secara 
internasional melalui exchange of information yang akan 
dilaksanakan tahun 2018. 
Melalui perjanjian ini, pemerintah dapat meminta data terkait 
modal WP yang berada di negara lain. Namun terdapat 
masalah dimana ketika kita bisa meminta data terkait modal 
WP ke negara lain sementara negara lain ketika ingin 
melakukan hal yang sama maka hal tersebut tidaklah dapat 
dilakukan. Karena undang-undang perbankan kita bahwa 
menyatakan bahwa data terkait penanaman modal asing di 
wilayah teritorial Indonesia tersebut bersifat rahasia. 
Sehingga terjadi tumpang tindih antara aturan nasional kita 
dengan aturan internasional yang diikuti oleh Indonesia. 
Namun, terkait penyelesaian masalah ini pihak DJP dan OJK 
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(Otoritas Jasa Keuangan) telah melakukan MoU 
(Momerandum of Understanding);  
3. Perpu kerahasiaan perbankan yang sementara dirancang 
oleh Presiden. 
Harapan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian 
Keuangan dengan adanya Tax Amensty ini dipaparkan oleh 
narasumber penulis dari DPP II, yakni: 
1. Sebuah bentuk rekonsiliasi antara pajak dengan wajib pajak. 
Berdamai dari 2015 dengan adanya pengampunan pajak; 
2. Perbaikan basis data DJP. Dengan program ini maka data 
WP pajak akan terungkap. Agar basis data semakin baik 
demi kepentingan pengenaan pajak. Profil harta WP sama 
profil penghasilan cocok;  
3. Jangka pendek. Penerimaan pajak 2016 diharapkan bisa 
terdorong dengan adanya penerimaan uang tebusan; 
4. Jangka panjang. Dengan adanya repatriasi diharapkan bisa 
menambah pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya arus 
masuk diharapkan nilai investasi bertambah memberikan 
lapangan pekerjaan baru, asupan modal baru bagi 
pengusaha dalam negari untuk mengembangkan bisnis dgn 
tujuan akhir demi tercapainya perbaikan dan pertumbuhan 
ekonomi nasional. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1.   Ketika suatu negara melakukan kebijakan negaranya yang 
berdampak pada negara lain, maka akan mempengaruhi hubungan 
bilateral kedua negara tersebut. Indonesia dengan kebijakan tax 
amnesty dimana wajib pajak yang berada di luar negeri diberikan 
kesempatan untuk merepatriasikan dananya dari negara lain. Salah 
satu contohnya adalah Singapura.  
Namun, karena hubungan kedua negara antara Indonesia 
dengan Singapura telah berjalan 50 tahun, maka ini menjadi salah 
satu alasan bahwa hubungan kedua negara tersebut saat ini 
dengan berlakunya kebijakan tax amensty Indonesia dalam 
keadaan baik-baik saja. Sejauh ini tidak ada dampak yang terjadi 
secara signifikan. Bahkan sikap resmi dari Pemerintah Singapura 
belum ada. Nyatanya Pemerintah Singapura malah mendukung dan 
menyukseskan kebijakan ini. 
2.  Dan upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam mendukung dan 
melindungi upaya WNI yang ingin melakukan repatriasi dananya 
dari Singapura penulis menilai belumlah cukup efektif dengan 
adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 
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Pajak. Karena penulis menilai undang-undang ini belumlah cukup 
mengakomodir kepentingan dan perlindungan WNI.  
Tapi pasca tax amnesty berakhir, akan ada aturan-aturan baru 
sebagai bentuk dari penyempurnaan undang-undang tax amnesty 
ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya perjanjian 
internasional secara bilateral antara Indonesia dengan Singapura, 
jika dikemudian hari timbul masalah-masalah yang diakibatkan dari 
kebijakan tax amensty ini. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Indonesia diharapkan lebih lagi mengoptimalkan norma 
hukum nasional kita yang telah dibuat demi kepentingan bersama 
masyarakat Indonesia. Norma hukum tersebut haruslah jelas 
arahnya, agar dikemudian hari tidak terjadi tumpang tindih baik 
dengan norma hukum nasional lainnya maupun dengan norma 
hukum internasional. 
2. Penulis berharap agar kedepannya terdapat perjanjian 
internasional secara bilateral antara Indonesia dengan Singapura 
sebagai payung hukum kebijakan tax amnesty ini. Agar 
kedepannya ketika terjadi masalah terkait kebijakan ini maka 
jelaslah sudah pengaturannya. 
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3. Penulis sempat merasa kesulitan dalam mengumpulkan data, 
dikarenakan data statistik yang dibutuhkan tidak ada, namun ada 
data pendukung yang bisa dijadikan data primer. Dan penulis juga 
merasa kesulitan ketika ingin melakukan penelitian ke Kedutaan 
Besar Singapura untuk Indonesia, sampai saat ini penulis belum 
mendapat respon dari Kedubes Singapura. 
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